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 ABSTRAK 
 
Nama : Mutmainna N. Halik 
NIM : 10500113200 
JURUSAN        : ILMU HUKUM 
Judul Skripsi  : TANGGUNG JAWAB DOKTER MUDA TERHADAP 
PASIEN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN 
KESEHATAN 
 
           Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1.bagaimana hubungan 
hukum dokter muda antara dokter, dan pasien?, pokok permasalahan selanjutnya 
2.bagaimana hubungan Tanggung jawab dokter muda terhadap pasien?. Penelitian ini 
tergolong kualitatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-
empiris bermaksud penelitian dikaji dengan menekankan penemuan fakta-
faktadilapangan yang kemudian dijadikan sebagai data yang diperoleh langsung dari 
lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada. Adapun sumber penelitian adalah wakil 
direktur Rs. Stella maris Makassar, dokter Rs. Stella maris, dokter muda Rs. Stella 
maris dan pasien, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara,dokumentasi,dan penulusuran referensi. 
 
      hasil penelitian bahwa Hubungan antara dokter muda dan pasien adalah  
hubungan yang berbentuk hubungan medik dan tidak  berbentuk hubungan hukum. 
Oleh karena itu dalam pelayanan kesehatan tanggung jawab terhadap pasien 
sepenuhnya belum ada karena dasarnya dokter muda adalah seorang pelajar magang 
di rumah sakit.Tanggung jawab sepenuhnya terhadap pasien adalah dokter .Dokter 
muda  hanya murni memiliki hubungan hukum dengan rumah sakit dan dokter  
pembimbing ( Supervisor ). Walaupun tidak memiliki hubungan hukum dengan 
pasien dokter muda tetap berusaha melalukan tugasnya sebaik mungkin agar yang 
mereka pelajari dipembimbing dapat bermanfaat bagi mereka kelak menjadi seorang 
dokter. Dan pasien yang mereka tangani mendapatkan pelayanan yang baik. 
       
      Implikasi dalam penelitian ini adalah Sebaiknya hubungan hukum antara dokter 
muda dengan pasien dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang 
Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, perjanjian kerjasama para 
pihak, atau aturan-aturan lainnya khususnya terkait bagaimana bentuk 
pertanggungjawaban hukum keperdataan ketika terjadi kesalahan atau kelalaian oleh 
dokter muda dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada pasien di rumah sakit. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Seperti diketahui bahwa masalah kesehatan bukanlah merupakan hal yang  
baru dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan merupakan hal 
yang sangat mempengaruhi sejauh mana individu dapat berkarya dan 
melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Seorang tentu tidak mampu bekerja atau 
beraktivitas dengan baik ketika kondisi kesehatannya dalam keadaan yang kurang 
prima atau sedang dalam kondisi kesehatan yang terganggu sehingga hal ini 
menjadikan kesehatan sebagai hal yang sangat penting untuk dijaga bahkan 
ditingkatkan kualitasnya
1
. 
Dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan, selain oleh masing-
masing individu, kesehatan juga dapat dijaga dan ditingkatkan melalui campur 
tangan tenaga kesehatan yang dalam hal ini oleh dokter, dokter gigi, perawat, 
bidan, dan lain sebagainnya. Hal ini disebabkan mereka adalah tenaga terampil 
yang telah melalui proses pendidikan yang khusus mempelajari dan membahas 
terkait bagaimana menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas kesehatan 
baik individu maupun kesehatan dalam masyarakat secara umum.Proses 
perjalanan seseorang untuk menjadi dokter melalui jenjang pendidikan yang 
berkelanjutan sangat penting dan merupakan penentu kualitas dan 
kemampuannya dalam hal menangani keluhan dan permasalahan pasien. Hal ini 
                                                             
1
 Alexandria Dewi, Etika Dan Hukum Kesehatan, ( Jogyakarta: Andi Mappaware, 2008), 
h.11 
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terkait mengenai kerugian yang akan ditimbulkan terhadap pasien ketika dokter 
tidak memenuhi standar pendidikan sesuai yang ditetapkan dimana profesi dokter 
sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup seseorang, sehingga bahkan 
dengan sedikit kesalahan pun dapat berakibat fatal dan bahkan mengakibatkan 
hilangnya nyawa orang lain. 
Seorang dokter dalam menjalankan tanggungjawab profesinya dapat 
dibantu oleh paramedik, perawat, bidan, ahli farmasi, dan yang lainnya. Dari 
keseluruhan yang membantu dokter tersebut terlebih dahulu harus melalui 
pendidikan formal masing-masing terkait tata cara penanganan dan pelayanan 
kesehatan sesuai dengan kompetensinya masing-masing
2
.  
Seseorang dibenarkan untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan 
apabila telah melalui pendidikan formal mengenai penanganan kesehatan dan 
telah mendapat kewenangan dari pihak yang bertanggungjawab seperti 
kementerian kesehatan, atau departemen kesehatan dan pihak lainnya yang 
dianggap bertanggungjawab dalam hal penanganan kesehatan. 
Seorang tidak dibenarkan melakukan tidakan pelayanan kesehatan apabila 
tidak memiliki keterampilan, pengetahuan termasuk pengalaman yang sesuai 
ketentuan terkait mengenai bagaimana langkah dan upaya dalam melaksanakan 
pelayanan kesehatan terhadap seorang pasien.Hal ini karena kesehatan sangat 
berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang yang jika menyalahi ketentuan 
pelayanan dapat berakibat buruk pada pasiennya.Mengenai pelayanan kesehatan 
yang dilakukan oleh perawat, bidan, ahli farmasi, termasuk dokter muda dan 
                                                             
2
 Ide Alexandra, Etika dan Hukum Pelayanan Kesehatan, ( Yogyakarta ,Grasia Book 
Publisher, 2012), h.17.  
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mahasiswa yang melakukan praktik harus melalui instruksi dan petunjuk dari 
seorang dokter.Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang bekerja atas 
kewenangan dokter sehingga tidak diperkenankan melakukan tindakan medis dan 
mengambil keputusan sendiri jika tidak sesuai dengan petunjuk dan instruksi 
dokter
3
.  
Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2) 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter 
Gigi, Dokter tidak hanya bertanggungjawab terkait kesalahan yang dilakukannya 
sendiri tapi juga menyangkut kesalahan para medik yang Dalam Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang 
Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, Pasal 14 Ayat (1) bahwa:  
Dokter dan dokter gigi dapat memberikan kewenangan kepada perawat 
atau tenaga kesehatan tertentu secara tertulis dalam melaksanakan tindakan 
kedokteran atau kedokteran gigi. Seorang dokter dapat melimpahkan 
wewenangnya untuk menangani pasien terkait permasalahan kesehatannya 
dengan terlebih dahulu memperhatikan kemampuan atau kecakapan orang yang 
akan menerima pelimpahan wewenang tersebut dan dilaksanakan ketika 
penanganan pasien selanjutnya dapat ditangani oleh perawat berdasarkan 
kompetensi keperawatan. Dokter dapat menginstruksikan kepada perawat, bidan, 
dan termasuk dokter muda untuk menangani pasien sesuai kecakapannya dan 
                                                             
3
 Notoatmodjo soekidjo, Etika Dan Hukum Kesehatan,( Jakarta,Rineka Cipta, 2010) 
h.30. 
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kompetensinya. Membantu kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakannya 
seperti perawat, bidan, dokter muda, dan sebagainya
4
.  
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa seorang dokter yang 
bertanggungjawab terhadap apa yang dilaksanakan oleh orang-orang yang 
dibawah kuasanya. Hal tersebut juga berlaku terhadap dokter muda, dimana 
mereka harus melaksanakan kegiatan pelayanannya sesuai dengan apa yang 
diperintahkan oleh dokter. Seorang dokter muda tidak dibenarkan melakukan 
tindakan medis bilamana tidak mendapat persetujuan dan perintah dari seorang 
dokter karena belum mendapatkan surat izin praktik kedokteran sesuai yang 
diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran. Dokter muda sebagai seorang mahasiswa yang melaksanakan 
program pendidikan profesinya berada dibawah wewenang seorang dokter 
pembimbing yang bertanggungjawab terkait kegiatan yang dilaksananaknnya di 
rumah sakit
5
. Sekalipun secara teori telah melalui pendidikan formal di 
Universitas, akan tetapi belum diperkenankan mengambil keputusan sendiri dan 
melakukan penanganan kesehatan. Allah SWT berfirman: 
 ٌمْلِع ِِهب ََكل َسَْيل اَم ُفَْقت َلََو  ۚلا َِّنإ ُ أ ُّلُك َداَُؤفْلاَو َرََصبْلاَو َعْمَّس َناَك َِكئ ََٰلو
 ُهْنَع
  لُوئْسَم 
Artinya “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 
semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya” (QS. al –Isra:366) . 
                                                             
4
 Ta’adi Ns, Hukum Kesehatan, Pengantar Menuju Perawat Professional, (Jakarta, 
Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009), h.24. 
5 Ta’adi Ns, Hukum Kesehatan, Pengantar Menuju Perawat Professional, (Jakarta, 
Penerbi  t Buku Kedokteran EGC, 2009), h.28 
6
 Departemen Agama RI, Syaamil Al-Quran Terjemahan Perkata, (Bandung,CV Haekal 
Media Center, 2007), h.285. 
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Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 36 di atas, bahwa hamba Allah 
atau makhluk di muka bumi ini dilarang untuk melakukan hal jika tidak memiliki 
landasan pengetahuan. Seluruh perbuatan yang dilakukan manusia di muka bumi ini akan 
dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jika manusia melakukan kesalahan, bukan 
hanya di dunia akan dimintai pertanggungjawaban, tapi juga kelak di akhirat. 
Terjadinya kesalahan dalam penanganan medis yang berakibat pada 
kerugian yang dialami oleh pihak pasien tentu menjadikan para dokter dan tenaga 
kesehatan lainnya harus berhati-hati dan menjalankan tanggungjawabnya sebaik 
mungkin tanpa melihat status dan kedudukan pasiennya. Oleh karena itu, 
banyaknya kasus malpraktik yang terjadi dalam proses penanganan medis 
menjadikan masyarakat lebih waspada dan kritis. 
Artikel dari tempo menyatakan bahwa sejak 2007 hingga 2015, tercatat 
ada 182 kasus kelalaian medik atau malpraktik yang terbukti dilakukan dokter di 
seluruh Indonesia. Malpraktik ini terbukti dilakukan dokter setelah melalui sidang 
yang dilakukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 
(MKDKI)."Akibat dari malpraktik yang terjadi selama ini, sudah ada 29 dokter 
yang izin praktiknya dicabut sementara.Ada yang tiga bulan, ada yang enam 
bulan.  
Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia, Paul L Tahalele 
menjelaskan bahwa Mencabut izin praktik, sama saja menghukum dokter 
tersebut, dengan hukuman penjara di atas 10 tahun, bahkan hukuman penjara 
seumur hidup. Dokter tidak harus masuk penjara, cukup dicabut izinnya, Dokter 
merupakan bagian dari masyarakat yang krusial dan sangat kental dibutuhkan 
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dalam masyarakat. “Kalau izin dicabut itu sama saja dengan menghukum 10 
tahun lebih, mungkin seumur hidup, sebab dia tahu jika memulai praktik lagi 
orang tidak akan percaya”. 
Dari 182 kasus malpraktik di seluruh Indonesia itu, sebanyak 60 kasus 
dilakukan dokter umum, 49 kasus dilakukan dokter bedah, 33 kasus dilakukan 
dokter kandungan, dan 16 kasus dilakukan dokter spesialis anak. “Sisanya di 
bawah 10 macam-macam kasus yang dilaporkan,” katanya.Selain itu, ada enam 
dokter yang diharuskan menempuh pendidikan ulang. Artinya, pengetahuan 
dokter kurang sehingga menyebabkan terjadinya kasus malpraktik.“Mereka 
kurang dalam pendidikannya sehingga ilmu yang didapatkan itu kurang atau 
terjadi penyimpangan dari standar pelayanan atau penyimpangan dari ilmu yang 
diberikan, dia wajib sekolah lagi dalam bidang tertentu,” ucapnya.7 
Di samping kasus malpraktik, beberapa kasus lain yang juga ikut menjerat 
dokter keranah pidana hingga pencabutan izin praktik diantaranya soal 
komunikasi dengan pasien, ingkar janji, penelantaran pasien, serta masalah 
kompetensi dokter
8
. Soal komunikasi ini juga yang sering dilaporkan, misalnya 
pemeriksaan yang tidak detail dan valid. Pasien tidak merasa puas karena tidak 
ada komunikasi efektif dengan dokter. Demikian halnya mengenai biaya 
penanganan medik yang harus dibayar oleh pasien. “Misalnya sewaktu akan 
dilakukan operasi dikatakan semuanya Rp 20 juta, tapi setelah selesai ternyata 
kuitansi yang disodorkan Rp 30 juta. Begitu juga soal tudingan dokter 
menelantarkan pasien, juga menjadi salah satu keluhan yang sering disampaikan 
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masyarakat.“Kadang dokter, ketika akan menghadiri kongres atau apa pun, tapi 
tidak memperkenalkan dokter pengganti yang diberikan kuasa untuk menangani 
pasien. Harusnya dokter itu memperkenalkan siapa penggantinya ataupun minta 
persetujuan pasien. 
Demikian halnya seorang dokter sebagian tidak dapat melepaskan 
tanggung jawabnya ketika penanganan medis berakibat pada kerugian yang 
dialami oleh pasien baik oleh dokter yang bersangkutan ataupun dokter muda
9
. 
Seorang dokter ketika melimpahkan wewenangnya kepada orang-orang yang 
membantunya dalam hal pelayanan medik pada hakikatnya akan melaksanakan 
tindakan pelayanan kesehatan untuk dan atas nama dokter yang bersangkutan. 
Sekalipun secara teknis bukan dokter yang bersangkutan yang melaksanakan 
tindakan medis, bilamana suatu saat terjadi kesalahan yang mengakibatkan 
kerugian bagi pasien, maka dokter yang memberi kuasa juga yang akan 
mempertanggungjawabkan hal tersebut sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 
1367.
10
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
1. Fokus Penelitian  
Penelitian ini difokuskan pada tanggung jawab dokter muda terhadap 
pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. 
2. Deskripsi Fokus 
Tujuan dan proses tanggungjawab dokter muda dalam pelayanan 
kesehatan terhadap pasien di rumah sakit khususnya di rumah sakit (Stella 
                                                             
9
 Alexandria Dewi, Etika Dan Hukum Kesehatan, ( Jogyakarta: Andi Mappaware, 2008), 
h.28 
10
 Danny wiradrama, Hukum Kedokteran,(Jakarta,Binapura Angkasa,1996) h,36. 
8 
 
Maris). 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik beberapa 
pokok permasalahan antara lain: 
1. Bagaimana hubungan hukum antara dokter muda,dan pasien?  
2. Bagaimana tanggung jawab dokter muda terhadap pasien?  
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan 
menyimpang dari pokok permasalan di atas sehingga tujuannya sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum dokter muda, 
dokter dan pasien melalui pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab dokter muda 
terhadap pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan  
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
a. Bagi Mahasiswa hukum khususnya Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Makassar, hasil penulisan skripsi ini dapat 
digunakan sebagai bahan referensi yang berguna bagi Mahasiswa yang 
ingin mengetahui dan meneliti mengenai tanggungjawab dokter muda 
terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.  
b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam 
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dalam hukum perdata 
pada khususnya yang berkaitan dengan mengenai tanggungjawab 
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dokter muda terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah 
sakit 
c. Penulisan skripsi ini juga dapat digunakan oleh penegak hukum 
sebagai bahan literatur atau referensi dalam penegakan hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Sejarah Kedokteran Di Indonesia 
Kata dokter sudah tidak asing di kuping kita.Banyak sekali dokter yang 
ada di dunia ini khususnya Indonesia.Bahkan Fakultas Ilmu Kedokteran sangat 
laris dan banyak diminati oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Banyak sekali 
universitas sekarang yang membuka jurusan ilmu kedokteran. Sampai sekarang 
pun Fakultas Ilmu Kedokteran masih sebagai jurusan terlaris di Indonesia. Dokter 
sudah seperti pahlawan masa kini. Jika kita sakit pasti kita akan langsung menuju 
ke rumah sakit untuk menemui dokter. Lalu dokter akan memeriksa dan 
memberikan obat atau solusi agar pasien bisa sembuh
11
.  
Dokter sangat berjasa bagi masyarakat. Jika tidak ada dokter maka siapa 
lagi yang akan menolong masyarakat ketika sakit. Untuk menjadi seorang dokter 
bukanlah hal yang mudah. Dokter yang sukses yang ada sekarang-sekarang ini 
menempuh perjalanan yang panjang untuk menjadi dokter sukses. Mereka 
bersusah payah belajar ilmu kedokteran, menempuh pendidikan kedokteran 
selama bertahun-tahun lamanya.Untuk menjadi dokter umum saja harus 
menempuh pendidikan selama 6tahun.Untuk menjadi spesialis menempuh 
pendidikan 4 tahun, mengambil sub-spesialis menempuh pendidikan hampir 3 
tahun. Baru setelah itu menjadi seorang dokter yang profesional. 
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Pendidikan kedokteran menempuh waktu sedemikian lamanya. Hal ini 
dikarenakan ilmu kedokteran bukanlah ilmu yang mudah. Berdasarkan sejarah, 
hanya dokterlah yang dianggap mempraktikkan ilmu kedokteran secara harfiah, 
dibandingkan dengan profesi-profesi perawatan kesehatan yang terkait.Profesi 
kedokteran adalah struktur sosial dan pekerjaan dari sekelompok orang yang 
dididik secara formal dan diberikan wewenang untuk menerapkan ilmu 
kedokteran.Di berbagai negara dan wilayah hukum, terdapat batasan hukum atas 
siapa yang berhak mempraktikkan ilmu kedokteran atau bidang kesehatan terkait. 
B. Pengertian Hukum Kesehatan, Dokter, Dokter Muda dan Perawat  
1. Hukum Kesehatan 
Dalam era reformasi saaat ini, hukum memegang peran penting dalam 
berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya peningkatan 
kualitas hidup manusia dibidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat 
luas dan menyeluruh.Upaya tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat 
baik fisik maupun non-fisik.di dalam sistim kesehatan nasional disebutkan bahwa 
kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan 
jangkauannya sangat luas dan kompleks
12
.  
Dalam rangka pembangunan sektor kesehatan yang demikian kompleks 
dan luas, sangat dirasakan bahwa peraturan perundang-undangan yang 
mendukung upaya kesehatan perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan. Jika 
dilihat dari aspek yuridisnya dengan dikembangkannya sistim kesehatan nasional 
sudah tiba saatnya untuk mengkaji kembali dan melengkapi peraturan perundang-
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undangan bidang kesehatan dengan mengeluarkan beberapa produk hukum yang 
lebih sesuai
13
 
Ketika pelayanan kesehatan berhadapan dengan berbagai permasalahan 
yang memerlukan suatu tindakan tegas dan bukan hanya sebagai himbauan 
moral, maka mau tidak mau diperlukan suatu ketentuan yang mengikat dengan 
sanksi yang tegas, jelas, dan dapat dipaksakan. Ketentuan ini lahir dari sebuah 
kekuasaan yang kompeten dan memiliki legitimasi kuat yang selanjutnya akan 
disebut sebagai norma hukum
14
.  
Pada dasarnya kesehatan itu menyangkut semua segi kehidupan, baik di 
masalalu, masa kini, maupun masa yang akan datang, sehingga jangkauannya 
sangatlah luas. Dalam sejarah perkembangannya pun telah terjadi perubahan 
orientasi nilai dan pemikiran tentang upaya memecahkan masalah kesehatan, 
yang pada hakekatnya berkembang sejalan dengan proses perkembangan 
teknologi dan sosiologi budaya. 
2. Dokter 
Dokter dari bahasa Latin yang berarti "guru" adalah seseorang yang 
karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit.Tidak 
semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi 
dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai 
gelar dalam bidang kedokteran.Untuk menjadi seorang dokter, seseorang harus 
menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran selama beberapa tahun 
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tergantung pada sistem yang dipakai oleh Universitas tempat Fakultas 
Kedokteran itu berada. Di Indonesia Pendidikan Dokter mengacu pada suatu 
Kurikulum Inti Pendidikan Dokter Indonesia (KIPDI)
15
 . 
Saat ini digunakan KIPDI III yang menggunakan sistem Problem Based 
Learning Pendidikan dokter di Indonesia membutuhkan 10 semester untuk 
menjadi dokter, 7 semester untuk mendapatkan gelar sarjana (Sarjana 
Kedokteran/S.Ked) ditambah 3 sampai 4 semester kepaniteraan klinik senior atau 
ko-asisten (clerkship) di Rumah Sakit. 
Untuk menjadi seorang dokter, lulusan Sekolah Menengah Umum 
mengikuti Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) di Institusi Pendidikan 
Dokter yang ada di Indonesia. Pada awal tahun 2011 telah terdaftar 71 PSPD di 
seluruh Indonesia.Di Indonesia Pendidikan Dokter mengacu pada Standar 
Kompetensi Dokter Indonesia dan Standar Pendidikan Profesi Dokter yang 
dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2006.Bentuk 
kurikulum program studi dokter saat ini adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi 
(KBK) yang terdiri atas 3 tahap yaitu tahap pendidikan umum (1 semester), tahap 
pendidikan ilmu kedokteran (minimum 6 semester) dan tahap pembelajaran 
klinik (minimum 3 semester)
16
.  
Secara keseluruhan untuk mencapai gelar dokter dibutuhkan minimum 10 
semester pendidikan. Setelah itu dokter yang baru lulus harus mengikuti Uji 
Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) yang diselenggarakan oleh Komite 
Bersama Kolegium Dokter Indonesia (KDI) di bawah IDI dan setelah lulus 
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memperoleh Sertifikat Kompetensi Dokter. 
Setelah memperoleh Sertifikat Kompetensi Dokter, seorang dokter lulusan KBK 
dapat mengikuti program internship selama 1 tahun. Program internship 
diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama dengan Kementrian 
Kesehatan Republik Indonesia.Dokter yang telah selesai mengikuti program 
internship berhak untuk mengajukan Surat Ijin Praktik secara mandiri. 
Dokter yang telah mengikuti program internship dapat memilih jalur karir 
praktiknya; apakah menjadi dokter spesialis, atau menjadi dokter praktik 
umum.Dokter spesialis adalah dokter yang telah mengikuti Program Pendidikan 
Dokter Spesialis (PPDS).Di Indonesia sekarang terdapat lebih dari 30 jenis 
spesialisasi yang dapat dipilih. Dokter spesialis akan berpraktik pada layanan 
kesehatan sekunder dan tersier (di rumah sakit).  
Dokter praktik umum sendiri adalah dokter yang berpraktik di layanan 
primer (puskesmas atau klinik medik).Dokter praktik umum menjadi pintu 
gerbang pelayanan kedokteran. Karena derajat kesehatan di suatu negara akan 
baik bila dokter di layanan primernya berkualitas, maka peran dokter praktik 
umum di suatu negara sangat penting. Dokter praktik umum dianjurkan untuk 
terus memperbaharui pengetahuan dan mengasah ketrampilannya untuk menjaga 
kualitas.Dokter praktik umum yang telah mengikuti beberapa keterampilan yang 
diperlukan dan menunjukkan bahwa memperbaharui pengetahuannya secara terus 
menerus, berhak untuk disebut sebagai dokter keluarga yang dikeluarkan 
sertifikatnya oleh Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI). 
Dokter Keluarga adalah dokter praktik umum yang berhak untuk menjadi 
15 
 
penyedia pelayanan kedokteran di tingkat primer bagi pasien-pasien yang 
tergabung dalam suatu perusahaan asuransi kesehatan.Pada akhir Oktober 2010 
pada Konsil Kedokteran Indonesia terdaftar 73.574 dokter, 19.128 dokter 
spesialis. 
Seorang perawat, bidan, atau dokter muda tidak dibenarkan untuk 
mengambil tindakan medis tanpa pelimpahan wewenang atau pemberian instruksi 
dari dokter sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 Tentang 
Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
17
.  
Hal ini karena dokter bertanggungjawab atas permasalahan yang dihadapi 
oleh pasiennya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penanganan 
kesehatannya selama menjalani pelayanan kesehatan di rumah sakit. Undang-
Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 Angka 6 mengatur 
bahwa:  
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
18
.  
Dalam Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 
Pasal 73 Ayat (2) bahwa:  
Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan 
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seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah 
memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.  
             Adapun tugas dokter terhadap pasien yaitu: 
a. Melakukan pemeriksaan pada pasien untuk mendiagnosa penyakit 
pasien secara cepat dan memberikan terapi secara cepat dan tepat. 
b. Memberikan terapi untuk kesembuhan penyakit pasien. 
c. Memberikan pelayanan kedokteran secara aktif kepada pasien pada 
saat sehat dan sakit. 
d. Menangani penyakit akut dan kronik. 
e. Menyelenggarakan rekam medis yang memenuhi standar. 
f. Melakukan tindakan tahap awal kasus berat agar siap dikirim ke RS. 
g. Tetap bertanggung-jawab atas pasien yang dirujukan ke Dokter 
Spesialis atau dirawat di RS dan memantau pasien yang telah dirujuk 
atau di konsultasikan. 
h. Bertindak sebagai mitra, penasihat dan konsultan bagi pasiennya. 
i. Memberikan nasihat untuk perawatan dan pemeliharaan sebagai 
pencegahan sakit. 
j. Seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, pengobatan pasien 
sekarang harus komprehensif, mencakup promotif, preventif, kuratif 
dan rehabilitatif. Dokter berhak dan juga berkewajiban melakukan 
tindakan tersebut untuk kesehatan pasien. Tindakan promotif misalnya 
memberikan ceramah, preventif misalnya melakukan vaksinasi, 
kuratif memberikan obat/ tindakan operasi, rehabilitatif misalnya 
rehabilitasi medis. 
17 
 
k. Membina keluarga pasien untuk berpartisipasi dalam upaya 
peningkatan taraf kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan 
rehabilitasi. 
l. Mawas diri dan mengembangkan diri/ belajar sepanjang hayat dan 
melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu kedokteran. 
m. Tugas dan hak eksklusif dokter untuk memberikan Surat Keterangan 
Sakit dan Surat Keterangan Berbadan Sehat setelah melakukan 
pemeriksaan pada pasien. 
3. Dokter Muda (Co-Ass) 
Koas kepanjangan dari koasistensi, merupakan satu-satunya jalan bagi 
seorang sarjana kedokteran untuk meraih titel dokter (dr), perjalanan seorang 
koas (dokter muda) dilakukan dalam waktu satu tahun delapan bulan.Semua yang 
telah didapatkan di dunia “skills lab”. secara teori dapat diaplikasikan secara 
holistik pada masa ini.Tentunya sebagai koas sudah pernah dilatih praktik 
sebelumnya di masa s1.
19
 Dirumah sakit dokter muda tidak dapat memberikan 
keputusan medis yang dibuat dan dijalankan sendiri. Semua tindakan yang 
dilakukan oleh dokter muda itu atas sepengetahuan pembimbingnya. Adapun 
tugas-tugas pokok dokter muda yaitu: 
a. Belajar (melihat banyak kasus secara langsung banyak mendiskusikan 
kasus tersebut) 
b. Berinteraksi langsung dengan pasien (Berkomunikasi, ungkapan 
simpati empati terhadap pasien) 
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c. Mengukur suhu pasien 
d. Memasang tensi pasien  
e. Mengawasi pasien 
Dokter muda berkewajiban untuk mempelajari dan menguasai 
keterampilan klinis sesuai standar kompetensi dokter umum, keterampilan klinis 
yang dilakukan oleh dokter muda yaitu: kegiatan bedah minor, seperti menjahit 
luka, memasang infus, memasang pembalut luka, dan melakukan tindakan untuk 
keadaan-keadaan emergency. Hak dan kewajiban dokter muda, yaitu: 
a. Kewajiban dokter muda 
1) Mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku dirumah sakit 
2) Mentaati peraturan dan menjalankan seluruh kegiatan kepaniteraan 
klinik yang ditetapkan oleh pengelola program dan masing-masing 
program studi. 
3) Mengetahui kewenangan yang ditetapkanoleh program studi masing-
masing sesuai kurikulum yang tertuang dalam log book 
4) Menyelesaikan follow up pasien dan menuliskannya pada dokter 
muda sebelum rasiden visite atau tugas jaga siang/malam.demikian 
pula supervisor 
5) Mengikuti kegiatan poloklinik rumah sakit pada jam 08.00- 16.00 
WITA dan berhak mendapat bimbingan rasiden,supervisor pada saat 
kegiatan poliklinik  
6) Mengikuti diskusi harian/mingguan kasus terbanyak dirumah sakit 
7) Membuat laporan jaga melakukan serah terima laporan dan serah 
19 
 
terima follow uppasien setiap pergantian jaga 
8) Menerapkan program keselamatan pasien yang ditetapkan oleh rumah 
sakit 
9) Menjaga kerahasiaan pasien  
10)  Bersikap profisional, etis, bertanggungjawab dengan beroientasi 
kepada kepuasan pelanggang/pasien tanpa mengharapkan timbale 
baliksesuatu apapun dari pasien 
b. Hak dokter muda  
1) Mengetahui kurikulum dan kompetensi yang akan diperoleh selama 
proses pendidikan diprogram studi masing-masing  
2) Mendapatkan bimbingan dan arahan dari MPPDS 
3) Mendapatkan tanda tangan residen/supervisor/dokter jaga pada buku 
log sebagai bukti telah mengikuti kegiatan pada hari tersebut. 
4) Setiap dokter muda berhak menolak tugas yang tidak berkaitan 
dengan pendidikan 
5) Mendapat kesempatan yang sama selama proses pendidikan  
6) Mendapat kesempatan, bimbingan dan pengarahanyang cukup untuk 
belajar dari pendidikan klinis ( DPJP ) selama menjalankan proses 
pendidikan 
7) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan etikan profesi 
dan peraturan peraturan perundang undangan . 
8) Memperoleh informasi lengkap tentang pasien dan keluarganya 
9) Menggunakan dan bertanggung jawab terhadap sarana medik untuk 
20 
 
pelayanan dan pendidikan dengan memeperhatikan  ketentuan dan 
peraturan yang berlaku dirumah sakit. 
10) Mengikuti ujian setelah memenuhi segala persyaratan 
4. Perawat 
Perawat atau Nurse berasal dari bahasa latin yaitu dari kata Nutrix yang 
berarti merawat atau memelihara. Perawat adalah seseorang yang berperan dalam 
merawat atau memelihara, membantu dan melindungi seseorang karena sakit, 
injury dan peruses penuaan (Harlley,1997). 
Perawat Profesional adalah perawat yang bertanggung jawab dan 
berwewenang memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan atau 
berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kewenagannya 
(Depkes RI, 2002 dalam Aisiyah 2004). 
Menurut UU RI NO 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, mendefinisikan 
Perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan 
tindakkan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya, yang diperoleh 
melalui pendidikan keperawatan. 
Sedangkan menurut international Council of Nurses (1965), perawat 
adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan, 
berwenang di Negara bersangkutan untuk memberikan pelayanan dan 
bertanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit serta 
pelayanan terhadap pasien
20
. 
Peran perawat Merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain 
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terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam system, di mana dapat 
dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari profesi perawat maupun dariluar 
profesi keperawatan yang bersipat konstan. Peran perawat  
menurut konsorsium ilmu kesehatan tahun 1989 terdiri dari: 
a. Pemberi Asuhan Keperawatan 
Peran sebagai pemberi asuhan keperawatan ini dapat dilakukan perawat 
dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang 
dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan 
menggunakan proses keperawatan sehingga dapat ditentukan diagnosis 
keperawatan agar bisa direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang 
tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar manusia, kemudian dapat 
dievaluasi tingkat perkembangannya. Pemberian asuhan keperawatan ini 
dilakukan dari yang sederhana sampai dengan kompleks. 
b.  Advokat Klien  
Peran ini dilakukan perawat dalam membantu klien dan keluarga dalam 
menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan atau 
informasi lain khusunya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan 
keperawatan yang diberikan kepada pasien, juga dapat berperan 
mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi hak atas 
pelayanan sebaik-baiknya, hak atas informasi tentang penyakitnya, hak 
atas privasi, hak untuk menntukan nasibnya sendiri dan hak untuk 
menerima ganti rugi akibat kelalaian. 
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c. Edukator 
Peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat 
pengetahuan kesehatan, gejala penyakit bhkan tindakan yang 
diberikankan, sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah 
dilakukan pendidikan kesehatan. 
d. Koordinator 
Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan serta 
mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga 
pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan 
kebutuan klien. 
e. Kolaborator 
Peran perawat disini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim 
kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapis, ahli gizi dan lain-lain 
dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang 
diperlukan termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk 
pelayanan selanjutnya. 
f. Konsultan  
Peran disini adalah sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau 
tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan 
atas permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan 
keperawatan yang diberikan. 
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g. Peneliti / Pembaharu 
Peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan 
perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai 
dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. 
Dalam menjalankan perannya, perawat akan melaksanakan berbagai 
fungsi diantaranya: 
a. Fungsi Independent 
Merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, dimana 
perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan 
keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam rangka memenuhi 
kebutuhan dasar manusia seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis 
(pemenuhan kebutuhan oksigenasi, pemenuhan kebutuhan cairan dan 
elektrolit, pemenuhan kebutuhan nutrisi, pemenuhan kebutuhan aktifitas 
dan lain-lain), pemenuhan kebutuhan keamanan dan kenyamanan, 
pemenuhan cinta mencintai, pemenuhan kebutuhan harga diri dan 
aktualisasi diri. 
b. Fungsi Dependen 
Merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatan atas pesan atau 
instruksidari perawat lain. Sehingga sebagian tindakan pelimpahan tugas 
yang di berikan. Hal ini biasanya dilakukan oleh perawat spesialis 
kepada perawat umum atau dari perawat primer ke perawat pelaksana 
c. Fungsi Interdependen 
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Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling 
ketergantungan di antara tim satu dengan yang lainnya. Fungsi ini dapat 
terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerja sama tim dalam 
pemberian pelayanan seperti dalam memberikan asuhan keperawatan 
pada penderita yang mempunyapenyakit kompleks. Keadaan ini tidak 
dapat diatasi dengan tim perawat saja melainkan juga dari dokter ataupun 
yang lainnya.  
Tugas perawat dalam menjalankan perannya sebagai pemberi asuhan 
keperawatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dalam proses 
keperawatan. Tugas perawat ini disepakati dalam lokakarya tahun 1983 yang 
berdasarkan fungsi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan adalah: 
a. Mengumpulkan Data  
b. Menganalisis dan mengintrepetasi data  
c. Mengembangkan rencana tindakan keperawatan 
d. Menggunakan dan menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip 
ilmu perilaku, sosial budaya, ilmu biomedik dalam melaksanakan 
asuhan keperawatan dalam rangka memenuhi KDM. 
e. Menentukan kriteria yang dapat diukur dalam menilai rencana 
keperawatan 
f. Menilai tingkat pencapaian tujuan. 
g. Mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan  
h. Mengevaluasi data permasalahan keperawatan. 
i. Mencatat data dalam proses keperawatan  
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j. Menggunakan catatan klien untuk memonitor kualitas asuhan 
keperawatan  
k. Mengidentifikasi masalah-masalah penelitian dalam bidang 
keperawatan  
l. Membuat usulan rencana penelitian keperawatan  
m. Menerapkan hasil penelitian dalam praktek keperawatan. 
n. Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan kesehatan  
o. Membuat rencana penyuluhan kesehatan  
p. Melaksanakan penyuluhan kesehatan  
q. Mengevaluasi penyuluhan kesehatan 
r. Berperan serta dalam pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, 
kelompok dan masyarakat. 
s. Menciptakan komunikasi yang efektis baik dengan tim keperawatan 
maupun tim kesehatan lain 
C. Hubungan Hukum Antara Subjek 
 Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih 
mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban 
dipihak yang lain. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan 
orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu 
dengan masyarakat yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan 
antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan 
seterusnya. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan 
kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut 
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hukum. Setiap manusia, baik warga negara maupun prang asing adalah subjek 
hukum. Jadi dapat dikatakan, bahwa setiap manusia adalah subjek hukum sejak  
dilahirkan sampai meninggal dunia. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai 
hak dan kewajiban.
21
  
  Hak dan kewajiban yang ditimbulkan suatu hubungan hukum yang 
dijadikan kriteria hubungan hukum merupakan merupakan perikatan, sepertinya 
memerlukan penafsiran ulang  kaitanya dengan perkembangan masyarakat.dalam 
melakukan hubungan hukum melainkan dengan banyak hak dan kewajiban yang 
sekali’pun tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi menimbulkan kewajiban 
bagi yang satu dan hak bagi pihak lainnya
22
.  
1. Hubungan antara Dokter Muda dengan Dokter dan rumah sakit 
Hukum kedokteran sebagai bagian dari hukum kesehatan yang terpenting 
yang meliputi ketentuan hukum yang berhubungan dengan pelayanan 
medis.Hukum kedokteran juga disebut hukum kesehatan dalam arti 
sempit.Apabilah objek hukum kesehatan adalah pelayanan kesehatan, maka objek 
hukum kedokteran adalah pelayanan medis. Dalam implementasi, dokter bisa 
melakukan profesinya dalam bentuk praktik pribadi, atau dalam praktik swasta 
berkelompok dalam suatu Rumah Sakit, pelaksanaan profesi dokter hampir selalu 
berhubungan dengan profesi lain seperti perawat, bidan, penata roentgen, analis 
laboratorium, fisioterapis, petugas kesehatan lingkungan, dan sebagainya
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Semua profesi dalam melaksanakan pekerjaannya harus sesuai dengan 
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yang disebut sebagai standar (Ukuran) profesi.Jadi, bukan hanya tenaga 
kesehatan yang harus bekerja sesuai dengan standar profesi medis. 
Pengembangan profesi lain pun memiliki standar profesi yang ditentukan oleh 
masing-masing nama pengemban profesi diluar dokter yang jarang berhubungan 
dengan hilangnya nyawa seseorang atau menyebabkan cacat, sehingga mungkin 
tidak begitu dipermasalahkan. Tenaga kesehatan (Dokter) dalam melakukan 
pekerjaannya selalu berhubungan dengan orang yang sedang menderita 
sakit.Apapun jenis penyakitnya, tentu mempengaruhi emosi pasien. Dengan kata 
lain tenaga kesehatan selalu berhubungan dengan orang yang secara psikis dalam 
keadaan sakit, juga secara emosional membutuhkan perhatian dan perlakuan 
ekstra dari seorang dokter.
24
 
Co-Ass memiliki kepanjangan dari Co-Assistant.Co-Assistant magang di 
rumah sakit untuk lebih mengenalkan dunia kedokteran pada para calon 
dokter.Hal ini di maksudkan agar nantinya pada waktu diterjunkan pada dunia 
kedokteran sesungguhnya mereka tidak kaget dan tidak canggung. Dalam Co-
Assistant ini para calon dokter akan di bimbing oleh dokter pembimbing yang 
sudah ahli di bidangnya masing-masing. Co-Ass di laksanakan setelah mahasiswa 
yang bersangkutan lulus S1 pada fakultas kedokteran untuk memperoleh gelar 
profesi dokter.Co-Assakan di lakukan pada setiap bagian yang ada di rumah 
sakitseperti bedah, syaraf, forensik, dan lain sebagainya dan di laksanakan selama 
kurang lebih dua tahun
25
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  Dalam Pera  turan bersama Menteri Kesehatan dan Badan Kepegawaian 
Daerah No.1201/MENKES/PB/XII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 
Fungsional Dokter Pendidik Klinis Dan Angka Kreditnya Pasal 1 Angka 1 
mengatur bahwa: Dokter pendidik klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang 
lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan 
pelayanan kesehatan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan Dokter dan 
DokterSpesialis di rumah sakit pendidikan serta melakukan penelitian guna 
pengembangan ilmu kedokteran yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan 
hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 
Selanjutnya dalam Angka 4 menengatur bahwa: Pendidikan dokter dan dokter 
spesialis adalah pendidikan profesi dokter dan dokter spesialisyang hampir 
seluruh pembelajarannya dilaksanakan di rumah sakit pendidikan serta seluruh 
perangkat sarana dan prasarananya sebagai penunjang pendidik dan pasien rumah 
sakit sebagai media sekaligus materi pendidikan.  
Angka 5 menerangkan bahwa: Rumah sakit pendidikan adalah rumah 
sakit yang menyelenggarakan pendidikan dokter dan dokter spesialis dari institusi 
pendidikan kedokteran. Pendidikan profesi kedokteran dijelaskan dalam Undang-
Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 26: 
1. Standar profesi kedokteran dan standar profesi kedokteran gigi disahkan 
oleh Konsil Kedokteran Indonesia.  
2. Standar profesi kedokteran dan standar profesi kedokteran gigi 
sebagaimana disebutkan dalam Ayat(1):  
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a. Untuk pendidikan profesi dokter atau dokter gigi disusun oleh asosiasi 
institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi atau 
b. Untuk pendidikan profesi kedokteran spesialis disusun oleh kolegium 
kedokteran atau kedokteran gigi  
3. Asosiasi institusi kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun 
standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a 
berkoordinasi dengan organisasi profesi kolegium,asosiasi rumah sakit, 
pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen 
Kesehatan.  
4. Kolegium kedokteran atau kedokteran gigi dalam menysun standar 
pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b 
berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan 
kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, 
Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.  
Selain itu, dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang tentang Praktik 
Kedokteran menjelaskan bahwa: 
Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti 
pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan 
yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang 
diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau 
kedokteran gigi.
26
 
 
Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
Pasal 73 Ayat (1) mengatur bahwa : 
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Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk 
lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang 
bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat 
tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. Selanjutnya dalam Ayat (2) 
mengatur bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau 
cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau 
dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin 
praktik. 
 
Praktik kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa 
saja melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran 
tertentu yang berkompetensi dan memenuhi standar tertentu dan telah mendapat 
izin dari institusi yang berwenang serta bekerja sesuai dengan standar dan 
profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Dan sebagai 
tanggungjawab dokter adalah sebagai berikut: 
1. Melaksanakan tugas fungsi sesuai keilmuan melalui pendidikan yang 
berjenjang.  
2. Sesuai dengan kompetensi dan memenuhi standar tertentu.  
3. Mendapat izin dari institusi yang berwenang.  
4. Bekerja sesuai dengan standar profesi.  
Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No. 29 
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa:  
Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan 
kedokteran dan kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu 
keilmuan, kompetensi, yang diperoleh melalui pendidikan yang 
berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. 
 
Pendidikan Dokter adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk 
menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan 
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kesehatan primer dan merupakan pendidikan kedokteran dasar sebagai 
pendidikan universitas. Pendidikan kedokteran dasar terdiri dari 2 tahap, yaitu 
tahap sarjana kedokteran dan tahap profesi dokter.  
Profesi Kedokteran sendiri adalah suatu pekerjaan kedokteran yang 
dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan dan kompetensi yang diperoleh melalui 
pendidikan yang berjenjang, serta kode etik yang bersifat melayani masyarakat 
sesuai UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dokter sebagai salah 
satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai 
peran yang sangat penting dan terkait secara langsung dengan proses pelayanan 
kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. 
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Ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku sebagai kompetensi 
yang didapat selama pendidikan akan merupakan landasan utama dokter untuk 
dapat melakkan tindakan kedokteran dalam upaya pelayanan kesehatan. 
Pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu 
kesehatan bagi seluruh masyarakat.Disatu sisi ketersediaan tenaga 
profesionalisme seperti dokter dirasakan sangatlah belum memadai.Pada tahap 
Pendidikan profesi dokter, dokter muda akan diberikan pembelajaran klinik 
meliputi cara anamnesis dan pemeriksaan fisik, pemilihan pemeriksaan 
penunjang yang akan membantu menegakkan diagnosis atau diagnosis banding 
penyakit, tata laksana penyakit dan komplikasi.  
Objektif pembelajaran berupa jumlah kasus yang akan dipelajari dokter 
muda, tingkat kompetensi yang diharapkan, dan tanggungjawab etika, moral, dan 
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profesional dokter muda di dalam merawat pasien sebagai dokter layanan primer 
dengan kompetensi dokter yang diatur oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk 
menunjang dan mengetahui kegiatan dokter muda di dalam melaksanakan 
pembelajaran tersebut di atas maka perlu disediakan buku peraturan akademik 
dan kontrol kegiatan pendidikan profesi dokter . 
Buku tersebut bertujuan sebagai panduan bagi dokter muda selama 
kegiatan kepaniteraan dan menjadi wadah komunikasi tertulis antara bagian 
akademik fakultas dengan bagian klinik tempat proses kepanitraan klinik 
berlangsung. Setiap memulai dan menyelesaikan kegiatan kepanitraan klinik pada 
tiap bagian, diharapkan kepada Koordinator Pendidikan Mahasiswa (KPM) dapat 
mengisi buku ini dan langsung ditanda tangani oleh Ketua Bagian atau KPM 
sebagai laporan kepada bagian akademik. 
Pemilihan “modul-modul” yang dilakukan di rumah sakit ditetapkan oleh 
institusi pendidikan kedokteran (agar terpenuhi kaidah akademis) dan disetujui 
oleh rumah sakit.Dengan demikian, maka kurikulum pendidikan dapat 
dilaksanakan sebagian di rumah sakit.Disadari bahwa mahasiswa kedokteran 
yang bekerja di klinik tidak ter-registrasi pada Konsil Kedokteran dan tidak 
memiliki Surat Izin Praktik.Oleh karena itu, mahasiswa tersebut secara legal tidak 
diizinkan untuk menyentuh pasien, kecuali berjabatan tangan. 
Kehadiran mahasiswa di klinik harus selalu didampingi oleh dokter yang 
memiliki SIP.Pengertian situasi klinis yaitu suatu situasi di mana terdapat pasien 
dan dokter yang memiliki SIP yang menjalin hubungan dokter dengan pasien 
dalam usaha untuk menyelesaikan masalah kesehatan pasien.Kehadiran 
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mahasiswa kedokteran dalam situasi klinis seperti ini merupakan keadaan yang 
secara legal harus diatur. 
2. Hubungan antara Pasien dan Dokter  
Hubungan antara pasien dan dokter hubungan itu terjadi karena beberapa 
sebab antara lain pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta 
pertolongan mengobati sakit yang dideritanya.dalam keadaan seperti ini terjadi 
persetujuan kehendak antara kedua belah pihak. Artinya para pihak sudah 
sepenuhnya setuju untuk mengadakan hubungan hukum. Hubungan hukum ini 
bersumber pada kepercayan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia 
memeberikan persetujuan tindakan medik. Yaitu suatu persetujuan pasien untuk 
menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya
28
. 
Alasan lain yang menyebabkan pasien timbulnya hubungan antara pasien 
dengan dokter adalah karena keadaan pasien yang sangat mendesak untuk segera 
mendapatkan pertolongan dari dokter, sehinggah sangat sulit bagi bagi dokter 
yang menengani untuk mengetahui dangan pasti kehendak pasien. Dalam 
keadaan seperti ini dokter langsung melakukan kehendak pasien. Sebagaimana 
diatur dalam pasal 1354 KUHPerdata, yaitu suatu bentuk hubungan hukum yang 
timbul bukan karena adanya “Persetujuan Tindakan Medik” terlebih dahulu, 
melainkan karena keadaan yang memaksa atau keadaan darurat. Hubungan antara 
dokter dengan pasien yang terjadi seperti ini merupakan salah satu ciri transaksi 
terapeutik yang membedakanya dengan perjanjiam biasa sebagaimana diatur 
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dalam KHUPerdata
29
 Dari hubungan pasien dengan dokter yang demikian tadi 
ditimbulkan persetujuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang 
diatur pasal 1601 KUHPerdata menyatakan bahwa: 
Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang 
diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-
syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka 
adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan 
menerimah upah; perjanjian perburuhan dan perborongan perkerjaan.
30
 
 
Hal ini berarti bahwa ia telah bersedia untuk berusaha dengan segala 
kemampuannya memenuhi isi perjanjian itu yakni merawat atau menyebuhkan 
penyakit pasien.sedangkan pasien berkewajiab untuk mematuhi aturan-aturan 
yang ditentukan oleh dokter termaksud memberikan imbalan jasa. Dalam 
hubungan antara dokter dan pasien dengan diperlukan adanya persetujuan.karena 
dengan adanya persetujuan ini berakibat telah tercapai ikatan perjanjian dengan 
menimbulkan hak dan kewajiban secara timbale balik
31
. 
3. Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter  
Dalam pandangan hukum pasien adalah subjek hukum mandiri yang 
dianggap dapat mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya. Oleh karena itu 
adalah suatu hal keliru apabila menganggap pasien selalu tidak dapat mengambil 
keputusan karena ia sedang sakit.Dalam pergaulan hidup normal sehari-sehari 
biasanya pengungkapan keinginan atau kehendak dianggap sebagai titik tolak 
untuk mengambil keputusan. Dengan demikian walaupun seorang pasien sedang 
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sakit, kedudukan hukumnya tetap sama seperti orang orang sehat. Jadi, secara 
hukum pasien juga berhak mengambil keputusan terhadap pelayanan kesehatan 
yang akan dilakukan terhadapnya, karena hal ini berhubungan erat dengan hak 
asasinya sebagai manusia. Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa keadaan 
mentalnya tidak mendukung untuk mengambil keputusan yang diperlukan
32
. 
Berbicara mengenai hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan, secara 
umum hak pasien tersebut dapat dirinci sebagai berikut
33
. 
1. Hak pasien atas perawatan  
2. Hak untuk menolak cara perawatan tertentu. 
3. Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang sakit yang 
akan merawat pasien. 
4. Hak atas informasi. 
5. Hak untuk menolak perawatan tanpa izin. 
6. Hak rasa aman. 
7. Hak atas pembatasan terhadap pengaturan kebebasan perawatan. 
8. Hak untuk mengakhiri perjanjian. 
9. Hak atas twenty-for-a-day-visitor-rights 
10.  Hak pasien menggugat atau menuntut  
11. Hak pasien mengenai bantuan hukum 
12. Hak pasien untuk menasihatkan mengenai percobaan oleh tenaga 
kesehatan atau ahlinya.  
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Berdasarkan dengan hak tersebut pasien juga mempunyai kewajiban, baik 
kewajiban secara moral maupun secara yuridis. Secara moral pasien 
berkewajiban memelihara kesehatannyadan menjalankan aturan aturan perawatan 
sesuai dengan nasihat dokter yang merawatnya. Beberapa kewajiban pasien yang 
harus di penuhi dalam pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut
34
. 
1. Kewajiban memberikan informasi. 
2. Kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan. 
3. Kewajiban untuk berterus terang apapbila timbul masalah dalam 
hubungannya dengan dokter atau tenaga kesehatan. 
4. Kewajiban memberikan imbala jasa. 
5. Kewajiban memberikan ganti rugi apabila tindakanya merugikan dokter 
atau tenaga kesehatan. 
Berdasarkan pada perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan 
kewajiban bagi para pihak, dokter juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai 
pengemban profesi. Hak-hak dokter sebagai pengemban profesi dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
1. Hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya dan sejujur-
jujuranya dari pasien yang akan digunakannya bagi kepentingan 
diagnosis maupun terapeutik. 
2. Hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang 
diberikannya kepada pasien. 
3. Hak atas iktikad baik dari dari pasien atau keluarganya dalam 
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melaksanakan transaksi terapeutik. 
4. Hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan pasien pelayanan 
kesehatan yang diberikannya. 
5. Hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medic dari pasien atau 
keluarga.
35
 
Disamping hak-hak tersebut, dokter juga mempunyai kewajiban yang 
harus dilaksanakan. Jika diperhatikan Kode Etik Kedokteran R.I NO.34 
Tahun1983, di dalamnya terkandung beberapa kewajiban yang harus 
dilaksanakan oleh dokter di Indonesia. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi: 
1. Kewajiban umum; 
2. Kewajiban terhadap penderita; 
3. Kewajiban terhadap teman sejawatnya; 
4. Kewajiban terhadap diri sendiri; 
Disamping itu ada beberapa perbuatan atau tindakan yang dilarang 
dilakukan oleh dokter, karena perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan 
kode etik kedokteran. Perbuatan atau tindakanyang dilarang adalah sebagai 
berikut. 
1. Sesuatu perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri. 
2.  Ikut serta dalam memberikan pertolongan kedokteran dalam segala 
bentuk, tanpa kebebasan profesi. 
3. Menerima uang selain dari imbalan yang layak sesuai dengan 
jasanya,meskipun dengan sepengetahuan pasien atau keluarganya. 
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Dengan demikian isi Kode Etik Kedokteran tersebut dapat disimpulkan 
bahawa: Kode etik kedokteran mengandung tuntutan agar dokter menjalankan 
profesinya berdasarkan nilai-nilai kemanusian yang luhur.
36
 
D. Hukum Kedokteran  
Hukum Kedokteran Merupakan Hukum kesehatan Dalam Arti Sempit. 
Hukum kedokteran sendiri dapat dibedakan dalam arti luas (Medical Law) yaitu 
segala ketentuan medis yang berkaitan dengan pelayanan medis baik perawat, 
bidan, dokter gigi, dan laboratorium. Hukum Kedokteran dalam arti sempit yaitu 
bagian hukum Kedokteran yang hanya berhubungan dengan profesi dokter saja. 
Pusat dari pratik kedokteran adalah hubungan antara pasien dan dokter yang 
dibangun ketika seseorang mencari dokter untuk mengatasi masalah kesehatan 
yang dideritanya.dalam pratik seseorang dokter harus
37
 : 
1. Membangun hubungan dengan pasien 
2. Menggumpulkan data (Riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik hasil 
laboratorium atau citra medis ) 
3. Menganalisa data 
4. Membuat rencana perawatan (Tes yang harus dijalani berikutnya 
terapi, rujukan) 
5. Merawat pasien  
6. Memantau dan menilai jalannya perawatan dan dapat mengubah 
perawatan bila di perlukan  
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Hubungan dokter dan pasien adalah proses utama dari pratik kedokteran. 
Hubungan ini berpangkal pada proses seorang dokter memeriksa pasien, 
menginterpretasi Tanda tanda klinis, dan membuat sebuah diagnosis yang 
kemudian digunakan sebagai penjelasan kepada pasien dan merencanakan 
perawatan dan pengobatan. Pada dasarnya tugas seorang dokter adalah berperan 
sebagai ahli biologi manusia. Ketika dokter telah memahami Keadaan normal 
maka ia dapat menentukan sejauhmana kondisi kesehatan pasien proses ini 
disebut diagnosis
38
. 
Empat kata kunci dari diagnosisi dalam dunia kedokteran yaitu anatomi 
berkaitan dengan struktur, apa yang ada disana fisiologi/faal yakni bagaimana 
struktur tersebut bekerja, psikologi yakni apa kelainan dan sisi antomi dan 
faalnya, psikologi yakni pikiran dan perilaku. Seorang dokter juga harus 
menyadari arti sehat dari pandangan pasien. Artinya konteks social politik dari 
pasien menegenai keluargan, pekerjaan,tingkata stress, kepercayaanya harus pula 
turut dipertimbangkan dan terkadang dapat menjadi petunjuk dalam kepentingan 
membangun diagnosis dan perawatan berikutanya. 
Hubungan dokter pasien dianalisa dari pandangan masalah etik. Banyak 
nilai dan masalah etik yang dapat ditambahkan dari kehubungan ini.tentunya 
masalah etik amat dipengaruhi oleh tingkat, masyarakat, masa,budaya, dan 
pemahaman terhadap nilai moral. Kualitas hubungan dokter pasien sangat penting 
bagi kedua belah pihak. Saling menghormati, kepercayaan, pertukaran pendapat 
mengenai penyakit dan kehidupan, ketersedian waktu yang cukup, mempertajam 
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ketepatan diagnosis, dan memperkaya wawasan pasien tentang penyakit yang di 
deritanya. Semua dilakulan agar hubungan dengan pasien baik. Sebuah evaluasi 
medis yang lengkap terdiri dari sebuah riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, 
hasil laboratorium, atau citra medis analisa data, dan penentuan diagnosis, 
perencanaan atau pengobatan. 
1. Tanggung Jawab Hukum dan Kode Etik dalam Pelayanan Kesehatan 
Tindakan seorang dokter mempunyai implikasi yuridis jika terjadi 
kesalahan atau kelalaian dalam perawatan atau pelayanan kesehatan, serta unsur-
unsur apa saja yang dijadikan ukuran untuk menentukan ada tindaknya kesalahan 
atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter, tidak bisa terjawab dengan hanya 
mengemukakan sejumlah perumusan tentang apa dan bagaimana terjadi 
kesalahan.
39
 
Jika ditinjau dari segi etika profesi, dengan memilih profesi di bidang 
tenaga kesehatan saja, berarti sudah disyaratkan adanya kecermatan yang tinggi, 
demikian juga dengan berbagai ketentuan khusus yang berlaku bagi seorang 
dokter.berarti dengan tidak mematuhi peraturan ini saja sudah dianggap telah 
berbuat kesalahan.disamping itu dalam melaksanakan tugas dokter harus 
senantiasa mengutamakan dan mendahulukan kepentingan pasien, 
memeperhatikan dengan sungguh-sungguh semua objek pelayanan kesehatan, 
serta berusaha menjadi pengabdi masyarakat yang baik. 
Dilihat dari sudut hukum, keselahan diperbuat oleh seorang dokter 
meliputi beberapa aspek hukum, yaitu aspek hukum pidana, hukum perdata, dan 
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hukum administrasi negara, ketiga hukum aspek ini saling berkaitan satu sama 
lain, jadi, untuk dapat menyatakan bahwa seorang dokter telah melakukan suatu 
kesalahan, penilaiannya harus beranjak dari transaksi terpeutik, jadi secara 
yuridis kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter mempunyai implikasi yang 
luas dan multidispliner. 
Dalam pelayanan kesehatan, masalah etika profesi telah lama diusahkan 
agar benar-benar dapat berkembang dan melekat pada setiap dan tindakan 
seorang dokter. Hal ini disebabkan karena kode etik dalam kehidupan hukum 
sangat memegang peranan, dalam banyak hal yang berhubungan dengan hukum 
kesehatan, menunjukan bahwa kode etik membermakna yang positif bagi 
perkembangan hukum, misalnya mengenai tindakan seorang dokter 
mengeluarkan “Surat Keterangan Dokter” untuk kepentingan persidanga.  
Surat keterangan dokter dalam proses pemeriksaan perkara,yang isinya 
menyatakan bahwa terdakwa sakit, ternyata oleh hukum diterima sebagai suatu 
kenyataan bahwa perkara tersebut harus ditunda pemeriksaannya. Kemudian 
iktikad baik sebagai orang suci dibuktikan oleh dokter dengan kewajiban menaati 
kaidah-kaidah yang bermuat dalam etiknya.kerangka pemikiran yang demikian 
membawah keadaan pada suatu kenyataan bahwa hukum dalam perkembangan 
juga mendapat pengaruhi dari kode etik
40
. 
2. Tanggung jawab Perdata dalam Pelayanan Kesehatan 
Tanggung jawab perdata adalah suatu pelanggaran hukum yang terdiri 
atas kegagalan untuk melakukan pengobatan yang sampai menimbulkan 
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kerugia.salah satu prinsip Hukum Perdata yaitu untuk setiap kerugian harus dapat 
dimintakan ganti-ruginya.kesalahan kecil pun bisa bisa mengakibatkan kerugian 
besar. Dapat ditaik kesimpulan bahwa didalam hukum perdata tingkat atau sikap 
kelalaian tidak menentukan. Tiga unsur tanggungjawab perdata menurut Prof 
W.B. van der mijn dari negeri belanda yaitu:
41
 
1. Culpability (adanya kelalaian yang dapat dipersalahkan) 
2. Damages (adanya kerugian) 
3. Causal relationship (adanya hubungan kausal) 
Dalam hal ini kita dapat membandingkan dengan hukum perdata 
indonesia Cocordantebeginsel dapat dikatakan hamper sama dengan negeri 
belanda maka didalam KUH Perdata pasal, 1365, 1366, 1367. Tentang 
“Perbuatan melawan hukum”. Dalam pasal tersebut sudah ada unsur pelanggaran 
hukum tersebut yang berarti masalah bertengtanggan dengan hukum.
42
  
Pertanggungjawaban dokter bedasarkan dasar hukum yaitu: pertama 
berdasarkan pada wanprestasi (Contractual liabilty) sebagaimana diatur dalam 
pasal 1239 KUH Perdata. Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan, timbul karena 
tindakan seorang dokter berupa pemberian jasa perawatan yang tidak patut sesuai 
dengan apa yang diperjanjikan. Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan baru 
terjadi bila telah terpenuhi unsure unsur berikut ini,  
1. Hubungan antara dokter dengan pasien terjadi berdasarkan kontrak 
terapeutik 
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2. Dokter telah memeberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang 
menyalahi tujuan kontrak terapeutik 
3. Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan.43 
Dalam gugatan atas dasar wanprestasi, ketiga unsur tersebut harus 
dibuktikan terlebih dahulu adanya kontrak terapeutik antara pasien dan dokter. 
Pembuktian tentang adanya kontrak terapeutik dapat dilakukan pasien dengan 
mengajukan rekam medik atau dengan “Persetujuan Tindakan Medik” yang 
diberikan oleh pasien. 
Dalam hukum yang kedua untuk melalukan gugatan adalah perbuatan 
melawan hukum. Gugatan dapat diajukan jika terdapat fakta fakta yang berwujud 
suatu perbuatan melawan hukum, untuk mengajukan gugatan berdasarkan 
perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat syarat sebagaimana diatur 
pasal 1365 KUHPerdata
44
. 
1. Pasien harus mengalami suatu kerugian  
2. Ada kesalahan. 
3. Ada hubungan kausan antara kesalahan dengan kerugian  
4. Perbuatan melawan hukum 
Ciri khas gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dilihat 
dari model pertanggungjawaban yang diterapkan yaitu pertanggungjawaban 
karena (fault lialibity) yang bertumpu tiga asa sebagaimana diatur oleh pasal 
1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. 
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1. Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawah kerugian kepada 
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, mengantikan kerugian tersebut 
2. Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang 
disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang 
disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. 
3. Setiap orang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang 
disebabkan karena perbuatannya sendir, tetapi juga untuk kerugian yang 
disebabkan karena perbuatan orang-orang yang berada dibawah 
tanggung jwabanya atau disebekan oleh barang-barang yang berada 
dibawah pengawasannya. 
Bertitik tolak pada ketiga prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa kesalahan 
berdasarkan perbuatan melanggar hukum melahirkan pertanggungjawaban 
hukum, baik tehadap perbuatanya sendiri maupun terhadap perbuatannya sendiri 
maupun terhadap perbuatan orang berada dibawah tanggungjawab dan 
pengawasan
45
 
3. Tanggung Jawab Pidana dalam Pelayanan Kesehatan 
Dari segi hukum pidana, tanggungjawab dokter timbul jika perbuatan 
dokter dianggap melanggar atau bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku 
sehinggah membahayakan baik ketenraman dan ketertiban mayarakat maupun 
individu. Tanggungjawab dokter dalam segi hukum pidana ini tidak terlepas dari 
Penerapan asas legalitas sebagiamana yang disebutkan dalam Pasal 1 KUHP yang 
                                                             
45
 Bahder Johan Nasution,Hukum Kesehatan pertanggungjawaban dokter,(Jakarta,PT 
Rineka Cipta, 2005),h.67 
45 
 
berbunyi:
46
 
Tidak ada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan 
ketentuan hukum pidana yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu.  
Tanggungjawab pidana dokter ini terkait dengan asas praduga tidak bersalah 
dalam pasal 6 ayat undang-undang No. 14 Tahun 1970. Tentang ketentuan-
ketentuan pokok kehakiman yang berbunyi: 
“Tidak seorang pun dapatdijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan 
karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapatkan 
keyakinan hakim bahwa seorang dianggap dapat bertanggungjawab telah 
bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.” 
Berdasarkan hukum pidana dalam pasal 2 KUHP, bahwa “ketentuan 
pidana dalam perundang-undangan. Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang 
melakukan suatu delik di Indonesia”, dari penjelasan tersebut dapat dikatakan 
bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia, tak terkecuali dokter 
dan perawat dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang 
dibuatnya. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus memuat dua 
unsuk (moeljatno, 1993:165), yaitu:
47
 
1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan 
buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; 
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafahan 
tentang baik dan buruknya perbuatan. 
Oleh karena itu tidak dapat diharapkan sepenuhnya, bahwa seorang dokter 
selalu dapat menghindari resiko. Apalah kalau ada penyakit yang dihadapinya itu 
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timbul kemungkinan adanya komplikasi yang berada diluar bidang pengetahuan. 
Seorang dokter yang melakukan perawatan hampir selalu selalu menghadapi 
resiko. Menurut J. Guwandi ( 1989 : 5), Resiko yang dihadapi dokter dalam 
melakukan perawatan dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: 
1. Kecelakan, resiko kecelakaan dalam perawatan biasanya terjadi apabila 
seorang dokter telah berbuat dengan kesungguhan dan kehatian-hatian, 
namun karena sulitnya tindakan perawatan yang dilakukanya resiko 
tidak bisa dihindari. 
2. Tindakan medis yaitu suatu resiko perawatan yang terjadi sebagai akibat 
sampingan dari diagnosa dan terapi yang dilakukan terhadap pasien, 
misalnya rambut pasien rontok karena radio terapi, atau tulang patah 
karena electro conversive theraphy. 
3. Kesalahan penilaian, ini terjadi karena adanya kesalahan penilaian dari 
dokter dalam memberikan perawatan sehinggah pasien menderita cacat 
berat. 
Dalam kerangka hukum kesehatan yang pada garis besarnya mengatur 
dua persoalan mendasarkan, yaitu: Standar pelayanan medis yang pada pokoknya 
membicarakan kewajiban-kewajiban dokter. Standar profesi medis yang timbul 
karena adanya dasar kealpaan yang terbentuk. 
48
 
1. Kewajiban  
2. Pelanggaran kewajiban 
3. Penyebab 
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4. Kerugian  
Seorang dokter dan perawat dapat dikatakan melakukan kesalahan 
prefesional, apabila dia tidak memeriksa, tidak menilai dan tidak berbuat 
sebagimana yang dilakukan oleh para dokter dan perawat pada umumnya, dalam 
kasus yang sama. Dalam berbagai yurispudensi ditentukan bahwa unsur kehatian-
hatian merupakan dasar untuk menentukan terjadi kesalahan dokter, begitu juga 
dengan perawat. Untuk menentukan dapat dipidanakan seorang dokter harus 
dipenuhi dua hal, yaitu : 
1. Dokter melakukan suatu perbuatan terhadap pasien dan perbuatan itu 
melanggar hukum pidana, sehinggah memenuhi perumusan delik 
sebagaimana diatur dalam pasal-pasal KUHP. 
2. Dokter mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehinggah dia 
dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang ditentukan atau diatur oleh 
KUHP.
49
  
Pada dasarnya seorang dokter baru dihadapkan ke pengadilan kalau sudah 
timbul kerugian bagi pasien.Kerugian ini timbul akibat adanya pelanggaran 
kewajiban dimana sebelumnya telah dibuat suatu persetujua. Sekalipun 
kewajiban dokter itu tidak secara rinci dimuat dalam kontrak terapeutik, namun 
kewajiban seorang dokter sudah tercakup dalam standar pelayanan medis. 
Sedangkan standar pelayanan medis itu dibuat berdasarkan hak dan kewajiban 
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dokter, yang diatur dalam kode etik maupun diatur dalam perundang-undangan.
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4. Etika kedokteran 
Etika (ethics) berasal dari kata yunani ethos yang berarti akhlak, adat 
kebiasaan, watak, perasaan, sikap, yang baik, yang layak, menurut kamus umum 
bahasa Indonesia etika adalah ilmu pengetahuan tentang azaz akhlak. Sedangkan 
kamus besar bahasa Indonesia dari dapertemen pendidikan dan kebudayan 
(1988)
51
. Etika adalah: 
1. Ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk dan tentang hak dan 
kewajiban moral 
2. Kumpul atau seperangkat asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak  
3. Nilai yang benar dan salah yang di anut suatu golongan atau masyarakat  
Menurut kamus kedokteran etika adalah pengetahuan tentang perilku yang 
benar dalam satu profesi.profesi kedokteran merupakan profesi yang tertua dan 
dikenal sebagai profesi yang mulia karena ia berhadapan dengan hal yang paling 
berharga dalam hidup seseorang yaitu masalah kesehatan dan kehidupan. 
 Menurut pasal 1 butir 11 undang undang nomor 29 tahun 2004 tentang 
praktik kedokteran profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjan 
kedokteran atau kedokteran gigu yang dilaksankan berdasarkan suatu keilmuan 
kompentensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang dank ode etik yang 
bersifat melayani masyarakat. 
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Hakita profesi kedokteran adalah bisikan nurani dan panggilan jiwa untuk 
mengabdikan diri pada kemanusian berlandaskan moralitas yang kental. Prinsip 
prinsip kejujuran,keadilan, empati,keikhlasan, kepedulian kepada sesama dalam 
rasa kemanusian, rasa kasih sayang dan ikut merasakan penderitaan yang lain 
yang kurang beruntung.dengan demikian seseoran dokter tidaklah egois 
melainkan harus mengutamakan kepentingan orang lain, menbantu mengobati 
orang sakit (altruism), seseorang dokter harus memiliki intellectual quotient (IQ), 
emotional quotient( EQ) dan spritusl Quotient (SQ), yang tinggi dan berimbang  
Tujuan pendidikan etika dalampendidikan dokter adalah untuk 
menjadaikan calon dokter lebih manusiawi dengan memiliki kematangan 
intelektual dan emosional. Et ika propesi kedokteran merupakan seperangkat 
perilaku para dokter dan dokter gigi dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, 
masyarakat, teman sejawat dan mitra kerja. Rumusan perilaku para anggota 
profesor disusun oleh organisasi profesi bersama-sama pemerintah menjadi suatu 
kode etik profesi yang bersangkutan. Tiap tiap jenis tenaga kerja kesehatan telah 
meiliki kode etiknya namun kode etik tenaga kesehatan tersebut mengacu pada 
kode etika kedokteran indonesia (KODEKI)
52
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian 
Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fonemena tentang 
apa yang dialami oleh subjek penelitian.misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan, dan lain-lain .
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Dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang akan 
mengkaji fakta-fakta dilapangan mengenai tanggung jawab dokter muda terhadap 
pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Kota Makassar yang meliputi tanggungjawab 
dokter muda terhadap pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan dirumah 
sakit. Lokasi yang dipilih yaitu Rs stella maris dalam Permohonan tanggung 
jawab dokter muda dalam pelayanan pasien dirumah sakit. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang 
digunaka untuk meneliti kondisi objek alamiah dengan 
menjelaskan,menggambarkan, mendiskripsikan objek yang diteliti secara 
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terperinci yang menghasilkan penelitian kualitatf yang lebih menekankan makna 
dari pada generalisasi. 
Penelitian memilih pendekatan kualitatif dikarenakan dalam penelitian ini 
peneliti bertujuan menginterprestasi sejauh mana penerapan pada tangguna jawab 
dokter muda terhadap pelayanan pasien dirumah sakit.
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C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah Pasien dirumah sakit stella maris 
Makassar  
2. Sampel 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner, 
artinya suatu teknik pengumpulam data informasi yang melibatkan sejumlah 
orang.dan menggunakan pertanyaan terbuka merupakan pertanya pertanyaan 
pilihan dan menggunakan pertnyaan tertutup merupakan pertanyaan pertanyaan 
menutup pertnyaan terhadap responden buat koesioner 10 (sepuluh) orang pasien 
rawat inap atau rawat jalan
55
, Responden dalam penelitian ini adalah: 
a. Wakil direktur RS Stella Maris 
b. Dokter RS Stella Maris 
c. Dokter muda RS Stella Maris 
d. 10 (sepeluhu) orang pasien rawat inap atau rawat jalan yang 
melakukan perawatn dirumah sakit stella maris 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
sebagai berikut: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati 
dan dicatat oleh pihak pertama. Data Primer diperoleh dengan metode : 
a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 
antara penulis dengan wakil direktur,dokter, dan dokter muda 
responden di objek penelitian; 
b. Metode angket, yaitu suatu pengumpulan data dengan menggunakan 
daftar pertanyaan kepada 10 (sepuluh) orang pasien dirumah sakit 
stella maris. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari 
sumbernya, tetapi melalui pihak kedua. Data sekunder ini bisa didapatkan 
dengan cara: 
a. Liberary Research (Riset Kepustakaan) yaitu, membaca buku-buku 
atau literatur-literatur sehubungan dengan tanngungjawab dokter 
muda dalam terhadap pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan  
b. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh langsung dari RS stella maris 
E. Teknik Analisis Data 
Keseluruhan data yang materinya diperoleh baik data primer maupun 
data sekunder diolah, dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan dan menguraikan dengan menggunakan kalimat 
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untuk menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian 
ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Profil Rumah Sakit Stella Maris Makassar  
1. Visi dan Misi 
Visi: 
"Menjadi Rumah Sakit terbaik di Sulawesi Selatan, khususnya di bidang 
keperawatan dengan semangat Cinta Kasih KRISTUS kepada sesama" 
Misi: 
a. Tetap memperhatikan golongan masyarakat lemah (option for the 
poor) 
b. Pelayanan dengan mutu keperawatan prima 
c. Pelayanan kesehatan dengan standar kedokteran yang mutakhir dan 
komprehensif 
d. Pelayanan kesejahteraan karyawan dan kinerjanya 
2. Falsafah 
Sebagai Rumah Sakit yang selalu siap memberikan pelayanan kesehatan 
secara menyeluruh sesuai dengan perkembangan teknollogi dan 
kebutuhan masyarakat termasuk bagi mereka yang berkekurangan 
3. Tujuan  
Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan 
perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat termasuk bagi 
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mereka yang berkekurangan dan dilandasi dengan semangat cinta Kasih 
Kristus kepada sesama. 
4. Badan Hukum 
Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Pembina Yayasan Ratna Miriam No. 
512 (tanggal 27 November 2012), maka pengelolaan Rumah Sakit Stella 
Maris diserahkan kepada PT. Citra Ratna Nirmala. Berdasarkan Akta 
Pendirian PT No.5 tanggal 7 Oktober 2011 dan Pengesahan Badan 
Hukum PT. Citra Ratna Nirmala No: AHU-52521.AH.01.01.Tahun 2011 
merupakan Badan Hukum Perseroan yang berdomisili hukum di 
Makassar, kegiatannya adalah kegiatan perumahsakitan. 
Melayani dengan Cinta Kasih 
RS Stella Maris sebagai suatu institusi kesehatan, saat ini tengah bearada 
di era globalisasi dan kompetisi. Berbenah, meningkatkan mutu, memahami 
kebutuhan pelanggan serta terus berkarya guna mencapai visi dan misi, terus 
dilakukan secara kontinyu.  
Saat ini RS Stella Maris menyadari tengah berada pada era kompetisi, 
dimana begitu banyak pelayanan kesehatan lain yang bermunculan dengan 
kualitas yang mumpuni. Hal ini menjadi suatu motivasi bagi RS Stella Maris 
untuk melakukan pembaharuan dan inovasi. Pengalaman selama 75 tahun, doa 
serta semangat dari para pendiri dan karyawan menjadi modal untuk terus 
berkarya. Karya Pelayanan adalah untuk mencapai visi misi kami, melayani 
mereka yang membutuhkan dengan semangat cinta kasih.  
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Seperti yang disampaikan Direktur RS Stella Maris dr. Thomas Soharto, 
MMR dalam sambutannya, dari sisi regulasi RS. Stella Maris harus berupaya 
untuk memenuhi ketentuan akreditasi (berbasis JCI) yang wajib dilaksanakan 
setiap 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi akan berguna untuk menjaga standarisasi 
mutu pelayanan RS Stella Maris guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi 
seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Selain itu, implementasi Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan di awal 
tahun ini, menuntut perubahan paradigma terkait sistem pentarifan pelayanan 
kesehatan di Rumah Sakit, yaitu dari sistem fee for services (retrospective) 
menjadi sistem paket INA-CBGs (prospective), sebagaimana target universal 
coverage bagi seluruh Warga Negara Indonesia pada tahun 2019.  
Di awal tahun 2014 ini, pemerintah menghadirkan program kesehatan 
melalui JKN yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial – Kesehatan. Mengamati 
kebutuhan masyarakat akan yankes dan hadirnya BPJS yang mana menjawab 
kebutuhan tersebut, kami RS Stella Maris sejak awal (Januari 2014) bekerjasama 
untuk melayani peserta BPJS. Kami sadar kerjasama ini akan mampu menolong 
banyak masyarakat Indonesia untuk menerima pelayanan kesehatan.  
Kerjasama dengan BPJS ini juga menjadi tantangan baru, jumlah peserta 
BPJS dengan animo yang begitu tinggi terhadap RS Stella Maris membuat kami 
harus terus berbenah untuk memberi pelayanan prima dengan professional, 
keramahan dan responsibility yang maksimal. Kami berupaya menghilangkan 
anggapan masyarakat mengenai pelayanan peserta BPJS yang tidak semaksimal 
asuransi lainnya. RS Stella Maris melayani dengan sepenuh hati tanpa 
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membedakan status, suku, ras, agama dari pasien. Karena besarnya animo 
masyarakat terhadap RS Stella Maris, maka penambahan jumlah kamar dan 
pengembangan fasilitas infrastruktur dan peningkatan kualitas mutu pelayanan.  
Adapun jumlah pasien per tahun di Rumah Sakit Stella Maris dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Waktu Jumlah pasien rawat jalan Jumlah pasien rawat inap 
Hari   250 orang  30 orang 
Bulan  7500 orang 900 orang 
Tahun 90.000 orang 10.800 orang 
Sumber data: Rs. Stella Maris Makassar Tahun 2017 
B. Hubungan hukum antara dokter muda dan pasien 
Hukum kedokteran sebagai bagian dari hukum kesehatan yang terpenting 
yang meliputi ketentuan hukum yang berhubungan dengan pelayanan medis. 
Hukum kedokteran juga disebut hukum kesehatan dalam arti sempit. Apabila 
objek hukum kesehatan adalah pelayanan kesehatan, maka objek hukum 
kedokteran adalah pelayanan medis. Dalam implementasi, dokter bisa melakukan 
profesinya dalam bentuk praktik pribadi, atau dalam praktik swasta berkelompok 
dalam suatu Rumah Sakit, pelaksanaan profesi dokter hampir selalu berhubungan 
dengan profesi lain seperti perawat, bidan, penata roentgen, analis laboratorium, 
fisioterapis, petugas kesehatan lingkungan, dan sebagainnya
56
. 
Semua profesi dalam melaksanakan pekerjaannya harus sesuai dengan 
yang disebut sebagai standar (Ukuran) profesi. Jadi, bukan hanya tenaga 
kesehatan yang harus bekerja sesuai dengan standar profesi medik. 
Pengembangan profesi lain pun memiliki standar profesi yang ditentukan oleh 
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masing-masing nama pemngemban profesi diluar dokter yang jarang 
berhubungan dengan hilangnya nyawa seseorang atau menyebabkan cacat, 
sehingga mungkin tidak begitu dipermasalahkan. Tenaga kesehatan (Dokter) 
dalam melakukan pekerjaannya selalu berhubungan dengan orang yang sedang 
menderita sakit.Apapun jenis penyakitnya, tentu mempengaruhi emosi pasien. 
Dengan kata lain tenaga kesehatan selalu berhubungan dengan orang yang secara 
psikis dalam keadaan sakit, juga secara emosional membutuhkan perhatian dan 
perlakuan ekstra dari seorang dokter
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Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan 
masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan terkait secara langsung 
dengan proses pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Ilmu 
pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku sebagai kompetensi yang didapat 
selama pendidikan akan merupakan landasan utama bagi dokter untuk dapat 
melakukan tindakan kedokteran dalam upaya pelayanan kesehatan. Pendidikan 
kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan bagi 
seluruh masyarakat.  
Praktik kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa 
saja melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran 
tertentu yang berkompetensi dan memenuhi standar tertentu dan telah mendapat 
izin dari institusi yang berwenang serta bekerja sesuai dengan standar dan 
profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Dan sebagai 
tanggungjawab dokter adalah sebagai berikut: 
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1. Melaksanakan tugas fungsi sesuai keilmuan melalui pendidikan yang 
berjenjang.  
2. Sesuai dengan kompetensi dan memenuhi standar tertentu.  
3. Mendapat izin dari institusi yang berwenang.  
4. Bekerja sesuai dengan standar profesi.  
Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No. 29 
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa: profesi kedokteran atau 
kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran dan kedokteran gigi yang 
dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi, yang diperoleh melalui 
pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.  
Disatu sisi ketersediaan tenaga profesionalisme seperti dokter dirasakan 
sangatlah belum memadai. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang yang 
mengabdikan diri di bidang kesehatan memiliki pengetahuan dan keterampilan 
melalui pendidikan di bidang kesehatan.  
Dalam Peraturan bersama Menteri Keshatan dan Badan Kepegawaian 
Daerah No.1201/MENKES/PB/XII/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 
Fungsional Dokter Pendidik Klinis Dan Angka Kreditnya Pasal 1 Angka 1 
mengatur bahwa: Dokter pendidik klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang 
lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan 
pelayanan kesehatan atau medik, pengabdian masyarakat, pendidikan Dokter dan 
Dokter Spesialis di rumah sakit pendidikan serta melakukanpenelitian guna 
pengembangan ilmu kedokteran yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan 
hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.  
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Selanjutnya dalam Angka 4 mengatur bahwa: Pendidikan dokter dan 
dokter spesialis adalah pendidikan profesi dokter dan dokter spesialisyang hampir 
seluruh pembelajarannya dilaksanakan di rumah sakit pendidikan serta seluruh 
perangkat sarana dan prasarananya sebagai penunjang pendidik dan pasien rumah 
sakit sebagai media sekaligus materi pendidikan.  
Angka 5 menerangkan bahwa: Rumah sakit pendidikan adalah rumah 
sakit yang menyelenggarakan pendidikan dokter dan dokter spesialis dari institusi 
pendidikan kedokteran. Pendidikan profesi kedokteran dijelaskan dalam Undang-
Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 26:  
1. Standar profesi kedokteran dan standar profesi kedokteran gigi disahkan 
oleh Konsil Kedokteran Indonesia.  
2. Standar profesi kedokteran dan standar profesi kedokteran gigi 
sebagaimana disebutkan dalam Ayat(1): 
a. Untuk pendidikan profesi dokter atau dokter gigi disusun oleh 
asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi atau  
b. Untuk pendidikan profesi kedokteran spesialis disusun oleh 
kolegium kedokteran atau kedokteran gigi  
3. Asosiasi institusi kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun 
standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a 
berko ordinasi dengan organisasi profesi kolegium,asosiasi rumah sakit, 
pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen 
Kesehatan.  
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4. Kolegium kedokteran atau kedokteran gigi dalam menysun standar 
pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b 
berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan 
kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, 
Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan. 
Selain itu, disebutkan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang tentang 
Praktik Kedokteran.Selanjutnya terkait hubungan antara dokter muda dengan 
universitas, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 
1 Angka 2 mengatur bahwa:  
Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 
menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program 
magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, 
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan 
bangsa Indonesia. Angka 15 menyebutkan bahwa: Mahasiswa adalah 
peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.  
 
Pasal 7 Ayat (1) mengatur bahwa:  
Menteri bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Dan 
dalam Ayat (2) mengatur bahwa: Tanggungjawab Menteri atas 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan 
evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.  
 
Selanjutnya dalam Pasal 17 Ayat (1) mengatur bahwa:  
Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana 
yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan 
persyaratan keahlian khusus. Kemudian dalam Ayat (2) mengatur: 
Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat 
diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan 
Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang 
bertanggungjawab atas mutu layanan profesi.  
 
Kemudian Pasal 24 Ayat (1) mengatur bahwa:  
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Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang 
diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk 
mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang 
diperlukan dalam dunia kerja. Selanjutnya dalam Ayat (2) mengatur 
bahwa: Program profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat 
diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan 
Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang 
bertanggungjawab atas mutu layanan profesi. Dalam Ayat (4) mengatur 
bahwa: Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi 
akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program 
magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 
(dua) tahun.  
 
Pasal 36 mengatur bahwa:  
Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, 
Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung 
jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi.  
 
Pasal 43 Ayat (1) mengatur bahwa:  
Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi 
yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh 
Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, 
LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu 
layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Kemudian alam Ayat (2) mengatur: Sertifikat 
profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan 
Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau 
organisasi profesi yang bertanggungjawab terhadap mutu layanan profesi, 
dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
 
Disebutkan juga Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran Pasal 73 Ayat (1) dan Ayat (2). Yang disebutkan dokter dilarang 
menggunakan indetitas untuk menimbulkan kesan bagi masyarakat. Dan dokter 
dilarang  menggunakan alat dan metode dalam memberikan pelayanan  
kesehatan. Pendidikan Dokter adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk 
menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan 
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kesehatan primer dan merupakan pendidikan kedokteran dasar sebagai 
pendidikan universitas. Pendidikan kedokteran dasar terdiri dari 2 tahap, yaitu 
tahap sarjana kedokteran dan tahap profesi dokter. Profesi Kedokteran sendiri 
adalah suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu 
keilmuan dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, 
serta kode etik yang bersifat melayani masyarakat sesuai UU No. 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran.  
Pada tahap Pendidikan profesi dokter, dokter muda akan diberikan 
pembelajaran klinik meliputi cara anamnesis dan pemeriksaan fisik, pemilihan 
pemeriksaan penunjang yang akan membantu menegakkan diagnosis atau 
diagnosis banding penyakit, tata laksana penyakit dan komplikasi. Objektif 
pembelajaran berupa jumlah kasus yang akan dipelajari dokter muda, tingkat 
kompetensi yang diharapkan, dan tanggungjawab etika, moral, dan profesional 
dokter muda di dalam merawat pasien sebagai dokter layanan primer dengan 
kompetensi dokter yang diatur oleh Konsil Kedokteran Indonesia.  
Untuk menunjang dan mengetahui kegiatan dokter muda di dalam 
melaksanakan pembelajaran tersebut di atas maka perlu disediakan buku 
peraturan akademik dan kontrol kegiatan pendidikan profesi dokter . Buku 
tersebut bertujuan sebagai panduan bagi dokter muda selama kegiatan 
kepaniteraan dan menjadi wadah komunikasi tertulis antara bagian akademik 
fakultas dengan bagian klinik tempat proses kepanitraan klinik berlangsung. 
Setiap memulai dan menyelesaikan kegiatan kepanitraan klinik pada tiap bagian, 
diharapkan kepada Koordinator Pendidikan Mahasiswa (KPM) dapat mengisi 
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buku ini dan langsung ditanda tangani oleh Ketua Bagian atau KPM sebagai 
laporan kepada bagian akademik. 
Pemilihan “modul-modul” yang dilakukan di rumah sakit ditetapkan oleh 
institusi pendidikan kedokteran (agar terpenuhi kaidah akademis) dan disetujui 
oleh rumah sakit. Dengan demikian, maka kurikulum pendidikan dapat 
dilaksanakan sebagian di rumah sakit. Disadari bahwa mahasiswa kedokteran 
yang bekerja di klinik tidak ter-registrasi pada Konsil Kedokteran dan tidak 
memiliki Surat Izin Praktik. Oleh karena itu, mahasiswa tersebut secara legal 
tidak diizinkan untuk menyentuh pasien, kecuali berjabatan tangan. Kehadiran 
mahasiswa di klinik harus selalu didampingi oleh dokter yang memiliki SIP. 
Pengertian situasi klinis yaitu suatu situasi di mana terdapat pasien dan dokter 
yang memiliki SIP yang menjalin hubungan dokter dengan pasien dalam usaha 
untuk menyelesaikan masalah kesehatan pasien. Kehadiran mahasiswa 
kedokteran dalam situasi klinis seperti ini merupakan keadaan yang secara legal 
harus diatur.  
Setelah mahasiswa yang bersangkutan lulus S1 pada fakultas kedokteran 
maka akan dilaksanakan Co-Assistant (Co-Ass). Co-Assistant akan dilakukan 
pada setiap bagian yang ada di rumah sakit seperti bedah, syaraf, forensik, dan 
lain sebagainya dan dilaksanakan selama kurang lebih dua tahun. Co-Ass magang 
di rumah sakit untuk lebih mengenalkan dunia kedokteran pada para calon dokter. 
Hal ini dimaksudkan agar nantinya pada waktu diterjunkan pada dunia 
kedokteran sesungguhnya mereka tidak kaget dan tidak canggung. Dalam proses 
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magang ini para calon dokter akan di bimbing oleh dokter pembimbing yang 
sudah ahli di bidangnya masing-masing. 
Dokter muda Melinda mengatakan bahwa hubungan dokter muda dengan 
pasien hanya sebatas pasien dan dokter muda yang selaku dokter magang di 
Rumah sakit stella maris yang hanya bisa melakukan tugas yang diberikan oleh 
pembimbing supervisor pemeriksaan yang biasa dilakukan oleh dokter muda 
adalah belajar mengawasi, memasang tensi, mengukur suhu panas, dan 
mendiagnosa pasien
58
. 
Dokter muda belum bisa mengambil keputusan medis kepada pasien 
karena semua tindakan dilakukan oleh Dokter muda ini harus sepengetahuan dan 
Pengawas Dokter atau penanggungjawab. Khusus Dokter muda tidak dibenarkan 
mengambil tindakan medik, atau keputusan apapun terkait dengan pasien tanpa 
sepengetahuan dokter atau penanggungjawab. Apabila melanggar ketentuan 
tersebut maka hukum yang berlaku buat dokter muda adalah hukum pidana (bisa 
dipenjara atau denda) dan hukum perdata (ganti rugi) dan dokter muda belum 
tunduk terhadap undang undang praktik kedokteran
59
  
Bentuk pelanggaran yang biasa dilakukan oleh dokter muda yaitu untuk 
kesalahan yang dilakukan oleh dokter muda misalkan kesalahan memberikan 
resep, kesalahan dalam pengambilan dan pemeriksaan darah, maka biasanya yang 
bersangkutan akan ditambah siklus belajarnya pada bagian tersebut atau 
dinyatakan proses belajarnya tidak lulus dan yang berangkutan diharuskan untuk 
mengulangi kembali siklus belajarnya pada bagian spesialisasi tersebut.  
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Dr. Loly Anton mengatakan bahwa kesalahan yang jika dilakukan oleh 
dokter muda merupakan kesalahan berat dan berakibat pada kerugian terhadap 
pasien dalam proses pengobatannya. Misalnya kesalahan pemberian resep yang 
mengakibatkan pasien lebih menderita terhadap penyakitnya. Maka oleh yang 
bersangkutan dapat dikenakan sanksi skorsing untuk waktu yang telah ditentukan 
bahkan jika terlalu berat, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi hukum 
sesuai aturan yang berlaku hingga dikeluarkan sebagai seorang mahasiswa 
pendidikan profesi kedokteran.
60
  
Hal tersebut relevan dengan ketentuan pasal 1365, 1366, dan 1367, yang 
menyatakan bahwa: 
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa:  
 
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut. 
 
Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa:  
 
“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang 
disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang 
disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya” 
 
Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa:  
 
“seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian disebabkan karena 
perbuatannya sendiri,tetapi juga untuk kerugian yang disebakan karena 
perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, atau disebabkan 
oleh orang-orang yang berada dibawah pengawasan …dst”61 
 
Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis konsekuensi terhadap dokter 
muda maupun dokter pengawas dan rumah sakit. Demikian halnya walaupun tidak ada 
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perjanjian antara dokter muda dan pasien secara langsung akan tetapi dokter muda yang 
bekerja membedakan Pemberian kuasa ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan 
wanprestasi berdasarkan pasal 1800 dan 1801, bahwa:  
Pasal 1800 KUHPerdata mengatur bahwa:  
 
si pemberi kuasa diwajibkan, selama ia belum dibebaskan, melaksanakan 
kuasanya, dan ia menanggung segala biaya kerugian dan bunga yang 
sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. Begitu 
pula ia diwajibkan menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya 
pada waktu si pemberi kuasa meninggal jika dengan tidak segera 
menyelesaikannya dapat timbul suatu kerugian. 
62
 
 
Tugas yang telah disanggupi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan 
dalam waktu yang setepatnyajika tidak, si penerima kuasa dapat dianggap melalaikan 
kewajibannya untuk mana dia dapat dituntut mengganti kerugian yang ditimbulkan 
karena kelalaiannya itu. Kalau si pemberi kuasa meninggal sedangak ada urusan yang 
sudah mulai dikerjakan oleh si kuasa maka urusan itu harus diselesaikannya dengan baik 
dahulu sebelum ia dibolehkan mengundurkan diri.
63
 
Pasal 1801 KUHPerdata mengatur bahwa:  
si kuasa tidak saja bertanggungjawab tentang perbuatan-perbuatan yang 
dilakukan dengan sengaja, tapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang 
dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Namun itu tanggungjawab 
tentang kelalaian-kelalaian bagi seorang yang dengan cuma-cuma 
menerima kuasa adalah tidak sebegitu berat seperti yang dapat diminta 
dari seorang yang untuk itu menerima upah.  
 
Kalau seorang kuasa diwajibkan melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya, maka 
dengan sendirinya ia tidak saja dapat dipertanggungjawabkan untuk akibat dari perbuatan 
yang dilakukan dengan sengaja tapi juga akibat kelalaian atau kealpaan dalam 
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menjalankan tugasnya. Kemudian adalah wajar untuk memberikan keringanan kepada 
seorang penerima kuasa yang sama sekali tidak menerima upah
64
. 
Menurut penulis, hubungan antara dokter dan pasien adalah hubungan 
yang berbentuk hubungan medik dan juga berbentuk hubungan hukum. Oleh 
karena itu dalam pelayanan kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban 
apabila dalam melaksanakan tugasnya terjadi tindakan medik yang menimbulkan 
kesalahan dan atau kelalaian. Apabila kesalahan atau kelalaian tersebut 
menimbulkan kerugian terhadap pasien, maka pasien dapat menggugat 
berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. 
1. Perjanjian Pemberian Kuasa  
Pasal 1792 KUHPerdata mengatur bahwa:  
pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang 
memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk 
atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
65
  
Dalam masa yang penuh dengan kesibukan sekarang ini, sering kali orang 
tidak sempat menyelesaikan sendiri urusan-urusannya sehingga ia memerlukan 
jasa orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusan itu. Orang ini lalu 
memberikan kuasanya atau wewenang untuk menyelesaikan urusan atas 
namanya. Yang dimaksud menyelesaikan urusan adalah melakukan suatu 
perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum.  
Pasal 1793 KUHPerdata mengatur bahwa:  
kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu 
tulisan dibawah tangan, bahkan sepucuk surat atau dengan lisan. 
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Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan 
disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.  
 
Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa pemberian kuasa itu adalah 
bebas dari suatu bentuk atau cara tertentu dengan kata lain bahwa ia adalah suatu 
perjanjian konsensual artinya sudah mengikat atau sah sejak detik tercapainya 
sepakat antara sipemberi dan si penerima kuasa.
66
 
Pasal 1795 KUHPerdata mengatur bahwa: 
pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya 
satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yang meliputi 
segala kepentingan si pemberi kuasa.  
 
Pemberian kuasa khusus hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau 
lebih. Oleh karenanya diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan 
dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa 
misalnya untuk mengalihkan hak atas barang bergerak atau tidak bergerak, 
memsang hipotik atau membebankan hak tanggungan, melakukan suatu 
perdamaian atau perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang 
pemilik
67
 
Pasal 1802 KUHPerdata mengatur bahwa:  
si kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah 
diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa 
tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, 
sekalipun apa yang diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada si 
pemberi kuasa.  
 
Pasal 1803 KUHPerdata mengatar bahwa:  
si kuasa bertanggungjawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya 
sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya; .  
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Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai 
penggantinya. Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan 
orang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tak 
cakap atau tak mampu. Si pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberikan 
kekuasaan kepada si kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya 
untuk pengurusan benda-benda yang terletak diluar wilayah Indonesia atau di lain 
pulau daripada yang ditempat tinggal si pemberi kuasa. Dalam segala hal, si 
pemberi kuasa dapat secara langsung menuntut orang yang ditunjuk oleh si kuasa 
sebagai penggantinya. 
Jika dalam pemberian kuasa diberikan hak subtitusi dengan menyebut 
nama pengganti pengganti itu, maka apabila si kuasa pada suatu waktu menunjuk 
orang lain tersebut untuk menggantikannya, ia bebas dari suatu tanggungjawab 
mengenai pelaksanaan kuasa selanjutnya. Jika diberikan hak subtitusi tanpa 
menyebutkan si pengganti maka si kuasa hanya bertanggungjawab kalau si 
pemberi kuasa membuktikan bahwa yang ditunjuk sebagai pengganti itu adalah 
orang yang tak cakap atau tak mampu. Jika sama sekali tak ada penyebutan 
terkait hak subtitusi maka si kuasa bertanggunjawab sepenuhnya untuk orang 
yang ditunjuknya sebagai penggantinya.
68
 
Pasal 1809 KUHPerdata mengatur bahwa:  
begitu pula si pemberi kuasa memberikan ganti rugi kepada si kuasa 
tentang kerugian-kerugian yang di derita sewaktu menjalankan kuasanya, 
asal dalam hal itu si kuasa tidak telah berbuat kurang hati-hati.  
 
Pasal 1813 KUHPerdata mengatur bahwa:  
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pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa 
dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa dengan 
meninggalnya, pengampuannya, atau pelitnya si pemberi kuasa maupun si 
kuasa dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau menerima 
kuasa.  
 
2. Perbuatan Melanggar Hukum 
Norma atau kaidah hukum mempunyai arti suatu ketentuan mengenai 
sikap yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan. Norma hukum ini 
termasuk norma tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, yang kesemuanya itu 
telah diakui keberadaannya dalam masyarakat. Norma hukum itu sendiri ada 
yang berupa larangan dan ada yang berupa perintah, yang keduanya mempunyai 
kekuatan yang sama, jika tidak ditaati, sesuai dengan larangan atau perintah maka 
pelakunya akan dikenakan sanksi hukum.
69
 
Larangan adalah suatu hal yang dilarang untuk dilakukan atau dilanggar, 
bila tertap dilakukan maka akan dikenakan sanksi dan sebaliknya jika tidak 
dilakukan pelanggaran maka tidak dapat dikenai sanksi seperti larangan untuk 
melakukan pencurian, larangan melewati suatu jalan, apabila larangan itu 
dilanggar pelakunya baru bisa dikenakan sanksi.  
Untuk lingkungan medis yang dikatakan larangan adalah suatu kondisi 
untuk tidak dilakukan terhadap pasien yang didasarkan kepada standar ilmiah 
kedokteran yang mempunyai sifat universal. Kalau sudah masuk dalam rambu 
larangan medis, namun masih juga dilakukan oleh tenaga medis, hal semacam ini 
                                                             
69
 Mudakir iskandarsyah, tuntutan pidana dan perdata malpraktik,( Jakarta: permata 
askara, 2011), h.21 
72 
 
sudah bisa dikategorikan melakukan pelanggaran yang dalam pandangan yuridis 
diklasifikasikan melakukan penganiayaan.
70
 
Larangan untuk bertindak terhadap dokter diperintahkan oleh ketentuan 
dari tingkatan yang tertinggi yakni Undang-Undang sampai dengan kode etik 
semuanya mengatur larangan bertindak yang konsekuensi dari larangan ini bias 
dikenakan sanksi bagi pelakunya termasuk dalam sumpah dokter yang salah 
satunya adalah “saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya 
untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam” 71. 
Keharusan adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh seseorang dan 
apabila tidak dilaksanakan justru akan dikenakan sanksi. Keharusan untuk 
melakukan tindakan agar orang lain tidak terluka atau meninggal dunia yang 
apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi. Untuk lingkungan medis 
perbuatan keharusan merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan atau dengan 
kata lain perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan oleh tenaga medis dalam 
menangani pasien.
72
  
Pihak pasien umumnya tidak mengetahui apakah tindakan tenaga medis 
itu termasuk hal yang dilarang atau diperintahkan, atau melampaui standar 
pelayanan medis. Yang diketahui oleh pasien pada umumnya hanya dampak 
negatif saja atau dampak positif dalam menjalani penanganan medis. bahwa 
kalimat "perbuatan melanggar hukum" adalah istilah tekhnis yuridis yang arti 
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sebenarnya secara tepat hanya mungkin didapatkan dari peninjaun Pasal 1365 
KUHPerdata. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum tidak hanya 
perbuatan yang langsung melanggar hukum tetapi juga secara tidak langsung 
melanggar peraturan lain, yakni perbuatan yang melanggar peraturan di lapangan 
kesusilaan, keagamaan dan kesopanan.  
Jadi dalam pengertian perbuatan melanggar hukum yang diperluas ini 
segala perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak dilarang oleh Undang-Undang 
dianggap melanggar hukum jika perbuatan itu bersifat merugikan dan 
bertentangan dengan norma-norma kepantasan dan kepatutan sebagaimana yang 
seharusnya diperhatikan dalam masyarakat. 
Dengan demikian, betapa luasnya yang dimaksudkan dengan pengertian 
perbuatan melanggar hukum menurut. Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu tidak hanya 
bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan hak dan 
kewajiban sendiri seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi juga 
bertentangan dengan norma-norma kepantasan dan kepatutan sebagaimana harus 
diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap harta maupun pribadi 
seseorang. Dengan demikian, hukum melarang masyarakat melakukan perbuatan-
perbuatan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dan larangan ini 
disertai dengan sanksi-sanksi dan denda. 
Perbuatan melanggar hukum akan menimbulkan kerugian yang diderita 
tidak hanya berupa harta benda melainkan dapat juga kepentingan-kepentingan 
lain seseorang/masyarakat, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan. Tiap-tiap perbuatan 
74 
 
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang 
yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 
Transaksi terapeutik, merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang 
saling mengikatkan diri didasarkan sikap saling percaya. Sikap saling percaya itu 
tumbuh apabila terjalin komunikasi secara terbuka antara dokter dan pasien.  
Selama ini kesalahan yang dilakukan oleh dokter muda hanya bersifat 
kesalahan kecil misalnya melanggar tata tertib, terkait etika dan disiplin bahkan 
paling besar kesalahan pengambilan darah atau pemberian obat yang tidak terlalu 
merugikan pihak pasien.
73
 
Kewajiban-kewajiban pasien pada garis besarnya, yaitu : 
a. Memeriksa diri sendiri mungkin pada dokter  
b. Memberikan informasi yang benar dan lengkap tenatang penyakitnya  
c. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter  
d. Mendatangani surat surat PTM surat jaminan dirawat dirumah sakit 
dan lain lainnya  
e. Yakin pada dokternya, dan yakin akan sembuh  
f. Melunasi biaya, perawatan dirumah sakit, biaya pemeriksaan dan 
pengobatan serta honorarium  
Berdasarkan kutipan pasal tersebut diatas, secara umum memberikan 
gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan 
hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis konsekuensi terhadap 
pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk 
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pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi akibat 
timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk 
ganti kerugian terhadap korban mengalami. 
C. Tanggung jawab dokter muda terhadap pasien 
Dokter muda merupakan mahasiswa kedokteran yang sudah 
menyelesaikan jenjang S1 (gelar S. Ked.) dan magang di rumah sakit untuk 
mendapatkan gelar dokter (dr) empat tahun pendidikan teori, dua tahun magang 
di RS. Selama magang dokter muda dilatih mendiagnosis suatu penyakit tentu 
dengan bimbimngan dari konsulen-konsulen dirumah sakit. 
Tanggung jawab dokter muda belum sepenuhnya bertanggung jawab 
terhadap pasien karena dasarnya dokter muda adalah seorang pelajar dokter muda 
harus lebih bijak, baik, sopan, dan santun terhadap pasien. Adapun hak dokter 
muda, yaitu: 
1. Mengetahui kurikulum dan kompetensi yang akan diperoleh selama 
proses pendidikan diprogram studi masing-masing  
2. Mendapatkan bimbingan dan arahan dari MPPDS 
3. Mendapatkan tanda tangan residen/supervisor/dokter jaga pada buku log 
sebagai bukti telah mengikuti kegiatan pada hari tersebut. 
4. Setiap dokter muda berhak menolak tugas yang tidak berkaitan dengan 
pendidikan 
5. Mendapat kesempatan yang sama selama proses pendidikan  
6. Mendapat kesempatan, bimbingan dan pengarahanyang cukup untuk 
belajar dari pendidikan klinis ( DPJP ) selama menjalankan proses 
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pendidikan 
7. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan etikan profesi dan 
peraturan peraturan perundang undangan . 
8. Memperoleh informasi lengkap tentang pasien dan keluarganya 
9. Menggunakan dan bertanggung jawab terhadap sarana medik untuk 
pelayanan dan pendidikan dengan memeperhatikan  ketentuan dan 
peraturan yang berlaku dirumah sakit. 
10. Mengikuti ujian setelah memenuhi segala persyaratan 
Adapun Kewajiban dokter muda, yaitu: 
1. Mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku dirumah sakit 
2. Mentaati peraturan dan menjalankan seluruh kegiatan kepaniteraan 
klinik yang ditetapkan oleh pengelola program dan masing-masing 
program studi. 
3. Mengetahui kewenangan yang ditetapkanoleh program studi masing-
masing sesuai krikulum yang tertuang dalam log book 
4. Menyelesaikan follow up pasien dan menuliskannya pada dokter muda 
sebelum rasiden visite atau tugas jaga siang/malam.demikian pula 
supervisor 
5. Mengikuti kegiatan poloklinik rumah sakit pada jam 08.00- 16.00 
WITA dan berhak mendapat bimbingan rasiden,supervisor pada saat 
kegiatan poliklinik  
6. Mengikuti diskusi harian/mingguan kasus terbanyak dirumah sakit 
7. Membuat laporan jaga melakukan serah terima laporan dan serah terima 
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follow uppasien setiap pergantian jaga 
8. Menerapkan program keselamatan pasien yang ditetapkan oleh rumah 
sakit 
9. Mengaja kerahasian pasien  
10.  Bersikap profisional, etis, bertanggungjawab dengan beroientasi kepada 
kepuasan pelanggang/pasien tanpa mengharapkan timbale baliksesuatu 
apapun dari pasien 
Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 
18 Ayat (1) mengatur bahwa: Untuk pembelajaran klinik dan pembelajaran 
komunitas, mahasiswa diberi kesempatan terlibat dalam pelayanan kesehatan 
dengan bimbingan dan pengawasan dosen. Ayat (3) mengatur bahwa: Fakultas 
Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang mengirim mahasiswa program 
dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan program dokter gigi 
spesialis-subspesialis bertanggung jawab melakukan supervisi dan pembinaan 
bagi mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan 
program dokter gigi spesialis-subspesialis yang melaksanakan pelayanan di 
rumah sakit selain Rumah Sakit Pendidikan. 
Aturan ini jelas memperbolehkan mahasiswa pendidikan profesi dokter 
untuk terlibat langsung dalam proses pelayanan kesehatan yang dilakukan di 
rumah sakit melalui pendampingan dan arahan dari dokter pembimbingnya dalam 
hal ini supervisor. Disamping itu, jelas pula bahwa institusi pendidikan 
kedokteran yang mengirim mahasiswanya untuk program pendidikan profesi 
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tersebut wajib memberikan pendampingan atau supervisor untuk membina dan 
mengarahkan proses belajar yang dilaksanakannya selama berada di rumah sakit. 
Ibu Fatmah Parauddin menjelaskan bahwa dia setuju terhadap proses 
pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seorang dokter muda asalkan dibawah 
bimbingan supervisor. Namun jika tidak ada supervisor mendampingi maka 
pasien dan pihak keluarga menolak tindakan yang diberikan dokter muda. Dokter 
muda memberikan tindakan terhadap pasien yaitu hanya memeriksa dan 
mendiagnosa pasien setelah itu melaporkan ke supervisor.
74
 Hal tersebut 
dibenarkan oleh Bapak Yors Yosep selaku wakil direktur. Beliau menjelaskan 
bahwa selama magang di RS stella maris dokter muda tidak diperbolehkan 
mengambil tindakan kepada pasien tanpa perintah dokter. Lebih lanjut dijelaskan 
bahwa: 
“Dokter muda masih termasuk mahasiswa magang yang belum 
mengambil gelar Dokter. Selain itu dokter muda tidak diberikan tanggung 
jawab terhadap pasien karena dia hanya seorang mahasiswa yang belum 
resmi berstatus dokter. Apabila sudah menjadi seorang dokter, baik itu 
dokter residen sudah boleh diberikan suatu tanggung jawab terhadap 
pasien”75. 
 
Dokter muda tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan pelayanan yang 
sifatnya bersentuhan langsung dengan pasien dengan dasar bahwa dokter muda 
secara Undang-Undang dengan berdasar pada Undang-Undang No 29 Tahun 
2004 tentang Praktik Kedokteran belum memiliki Surat Izin Praktik (SIP) 
sehingga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan akan 
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tetapi hanya mendampingi dan melihat apa-apa yang dilaksanakan oleh dokter 
terhadap pasiennya 
Keterangan ini tentunya berbeda dengan kenyataan di lapangan dan 
beberapa keterangan dari supervisor dimana dalam praktiknya dokter muda 
dilibatkan atas dasar proses pembelajaran untuk melakukan langsung pelayanan 
kesehatan terhadap pasien dengan pengawalan dan arahan yang ketat dari 
supervisor dan residen. Dalam hal ini pula beberapa keterangan supervisor 
menjelaskan bahwa dokter muda tidak akan bisa untuk melakukan penanganan 
terhadap pasien sekalipun telah memiliki SIP jika dalam masa pendidikan 
profesinya tidak dibiasakan untuk bersentuhan langsung dengan pasien sekalipun 
dengan kewenangannya yang sangat terbatas berdasarkan persetujuan supervisor. 
Dokter muda sangat jelas bukan merupakan pegawai di rumah sakit akan 
tetapi secara fungsi, mereka ikut dilibatkan dalam hal penanganan terhadap 
pasien di rumah sakit. Dokter muda dalam melaksanakan kegiatannya dibawah 
bimbingan dan arahan dari pihak supervisor yang menbina bagian dimana 
mahasiswa itu ditempatkan sehingga ketika terjadi kesalahan, tentunya tetap yang 
bertanggungjawab adalah supervisornya.  
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya terkait dengan pernyataan 
dokter muda Meilinda, penulis berpendapat bahwa tindakan dokter muda 
seharusnya tetap menjadi tanggung jawab dokter (pengawas dokter). Oleh karena 
dokter muda hanya bertindak atas keputusan dokter pengawas. Apabila dokter 
muda melakukan tindakan sesuai keputusan dokter pengawas, maka seharusnya 
akibat tindakan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dokter pengawas. 
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Hubungan antara dokter ahli sebagai supervisor bagi dokter muda dan 
residen. Dokter muda maupun residen memiliki peran dalam membantu dokter 
ahli melaksanakan tugasnya dan melakukan penanganan pelayanan kesehatan 
terhadap pasien. Dokter muda tersebut merupakan orang yang dilimpahkan 
tanggung jawab dari supervisornya akan tetapi hanya berupa instruksi dan arahan 
tanpa adanya proses perjanjian tertulis yang bersifat mengikat. Supervisor juga 
memberikan kuasanya untuk hal tertentu dalam bagian penanganan pelayanan 
medis di rumah sakit. 
Sehubungan dengan hal itu seorang dokter harus bertanggungjawab atas 
tindakan yang dilakukan oleh bawahannya yaitu para perawat, bidan dan 
sebagainya. Kesalahan seorang dokter muda karena menjalankan perintah dokter 
adalah tanggung jawab dokter. 
Jika terjadi resiko terhadap dokter muda yang bertanggungjawabnya 
adalah dokter pembimbing (Supervisor). Karena dokter muda hanya mengikutih 
perintah dari dokter pembimbingnya dan dokter muda hanya akan diminta 
keterangan  dalam artian akan dikomdiskan. Akan Tetapi dokter muda akan 
mendapatkan konsekuensinya yaitu, mendapatkan teguran langsung dan akan 
dikomdiskan, dikembalikan difakultas dalam artian bisa mengulang stase 
tersebut. Dan diberhentikan.dan tanggungjawab rumah sakit terhadap dokter yang 
melakukan kelalaian ganti rugi terhadap pasien sebagaimana dikata. Pasal 58 
Undang-undang 36/ 2009 tentang kesehatan  
1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga 
kesehatan dan/ atau penyelanggaran kesehatan yanag menimbulkan 
kerugian akibat kesalahan atau kelelaian dalam pelayanan kesehatan 
yang diterima 
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2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi 
tenaga kesehatan yang melakuan  tindakan penyelamatan nyawa atau 
pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat  
3. Ketentuan menegenai tata cara mengajukan tututan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Di dalam konteks hukum medik istilah dan kasus “kelalaian” dapat 
dikatakan memenuhi sebahagian besar kepustakaan yang menyangkur 
yuisprudensinya. Kadang – kadang secara umum dipakai istilah “malpraktek 
medik” atau kelalaian medic.“Malpraktek” adalah istilah umum yang sebenarnya 
bukan hanya bisa terjadi di dunia kedokteran saja. Profesi lainpun, seperti hukum 
atau akuntan atau apoteker juga bisa dituntut berdasarkan malpraktek profesinya. 
Sehingga jika berbicara mengenai masalah yang menyangkut bidang medik, 
sebaiknya ditambah juga dengan embel-embel medik sehingga menjadi 
malpraktek medik (medical malpractice). 
Kelalaian medik adalah salah satu bentuk dari malpraktek medis, 
sekaligus merupakan bentuk malpraktek medis yang paling sering terjadi. Pada 
dasarnya kelalaian terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu yang seharusnya 
tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh 
orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi 
yang sama. Perlu diingat bahwa pada umumnya kelalaian yang dilakukan orang-
per-orang bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum, kecuali apabila 
dilakukan oleh orang yang seharusnya (berdasarkan sifat profesinya) bertindak 
hati-hati, dan telah mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang lain. 
Apa yang dinamakan kelalaian medik (medical negligance) adalah 
ketentuan legal yang terdiri dari tiga unsur.  
a. Terdapat hubungan antara dokter dan pasien 
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b. Dokter itu telah melanggar kewajibannya, karena tidak memenuhi standar 
pemberian pelayanan 
c. Pelanggaran itu telah menyebabkan pasien menderita kerugian (harm) 
yang sebenarnya dapat dibayangkan dan secara wajar dapat dicegah. 
Kelalaian dapat terjadi dalam 3 bentuk, malfeasance, misfeasance dan 
nonfeasance. 
1. Malfeasance berarti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau 
tidak tepat/layak (unlawful atau improper), misalnya melakukan tindakan 
medis tanpa indikasi yang memadai (pilihan tindakan medis tersebut 
sudah improper). 
2. Misfeasance berarti melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi 
dilaksanakan dengan tidak tepat (improper performance), yaitu misalnya 
melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur. 
3. Nonfeasance adalah tidak melakukan tindakan medis yang merupakan 
kewajiban baginya. Bentuk-bentuk kelalaian di atas sejalan dengan 
bentuk-bentuk error (mistakes, slips and lapses) yang akan diuraikan 
dibawah, namun pada kelalaian harus memenuhi ke-empat unsur kelalaian 
dalam hukum – khususnya adanya kerugian, sedangkan error tidak selalu 
mengakibatkan kerugian. Demikian pula adanya latent error yang tidak 
secara langsung menimbulkan dampak buruk. 
Dalam suatu layanan medik dikenal gugatan ganti kerugian yang 
diakibatkan oleh kelalaian medik. Suatu perbuatan atau tindakan medis disebut 
sebagai kelalaian apabila memenuhi empat unsur di bawah ini. 
a. Duty to use due care. Duty atau kewajiban tenaga medis untuk 
melakukan sesuatu tindakan medis atau untuk tidak melakukan sesuatu 
tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi yang 
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tertentu. Dasar dari adanya kewajiban ini adalah adanya hubungan 
kontraktual-profesional antara tenaga medis dengan pasiennya, yang 
menimbulkan kewajiban umum sebagai akibat dari hubungan tersebut dan 
kewajiban profesional bagi tenaga medis tersebut. Kewajiban profesional 
diuraikan di dalam sumpah profesi, etik profesi, berbagai standar 
pelayanan, dan berbagai prosedur operasional. Kewajiban-kewajiban 
tersebut dilihat dari segi hukum merupakan rambu-rambu yang harus 
diikuti untuk mencapai perlindungan, baik bagi pemberi layanan maupun 
bagi penerima layanan; atau dengan demikian untuk mencapai safety yang 
optimum. 
b. Dereliction of the duty atau penyimpangan kewajiban tersebut. Dengan 
melihat uraian tentang kewajiban di atas, maka mudah buat kita untuk 
memahami apakah arti penyimpangan kewajiban. Dalam menilai 
kewajiban dalam bentuk suatu standar pelayanan tertentu, haruslah kita 
tentukan terlebih dahulu tentang kualifikasi si pemberi layanan (orang dan 
institusi), pada situasi seperti apa dan pada kondisi bagaimana. Suatu 
standar pelayanan umumnya dibuat berdasarkan syarat minimal yang 
harus diberikan atau disediakan (das sein), namun kadang-kadang suatu 
standar juga melukiskan apa yang sebaiknya dilakukan atau disediakan 
(das sollen).  
c. Damage atau kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian adalah segala 
sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat dari layanan 
kesehatan / kedokteran yang diberikan oleh pemberi layanan. Jadi, unsur 
kerugian ini sangat berhubungan erat dengan unsur hubungan sebab-
akibatnya. Kerugian dapat berupa kerugian materiel dan kerugian 
immateriel. Kerugian yang materiel sifatnya dapat berupa kerugian yang 
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nyata dan kerugian sebagai akibat kehilangan kesempatan. Kerugian yang 
nyata adalah “real cost” atau biaya yang dikeluarkan untuk perawatan / 
pengobatan penyakit atau cedera yang diakibatkan, baik yang telah 
dikeluarkan sampai saat gugatan diajukan maupun biaya yang masih akan 
dikeluarkan untuk perawatan / pemulihan. Kerugian juga dapat berupa 
kerugian akibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh penghasilan 
(loss of opportunity). Kerugian lain yang lebih sulit dihitung adalah 
kerugian immateriel sebagai akibat dari sakit atau cacat atau kematian 
seseorang. 
d. Direct causal relationship atau hubungan sebab akibat yang nyata. 
Dalam hal ini harus terdapat hubungan sebab-akibat antara penyimpangan 
kewajiban dengan kerugian yang setidaknya merupakan “proximate 
cause”. 
 
DASAR HUKUM 
Tuntutan hukum tersebut dapat berupa tuntutan pidana maupun perdata, 
dengan hampir selalu mendasarkan kepada teori hukum kelalaian. Dalam bahasa 
sehari-hari, perilaku yang dituntut adalah malpraktik medis, yang merupakan 
sebutan “genus” (kumpulan) dari kelompok perilaku profesional medis yang 
“menyimpang” dan mengakibatkan cedera, kematian atau kerugian bagi 
pasiennya. 
Gugatan perdata dalam bentuk permintaan ganti rugi dapat diajukan 
dengan mendasarkan kepada salah satu dari 3 teori di bawah ini, yaitu : 
1. Kelalaian sebagaimana pengertian di atas dan akan diuraikan kemudian 
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2. Perbuatan melanggar hukum, yaitu misalnya melakukan tindakan medis 
tanpa memperoleh persetujuan, membuka rahasia kedokteran tentang 
orang tertentu, penyerangan privacy seseorang, dan lain-lain. 
3. Wanprestasi, yaitu pelanggaran atas janji atau jaminan. Gugatan ini sukar 
dilakukan karena umumnya dokter tidak menjanjikan hasil dan perjanjian 
tersebut, seandainya ada, umumnya sukar dibuktikan karena tidak tertulis. 
Di bidang perdata, pasal-pasal yang mengatur tentang kelalaian yaitu : 
 
Pasal 55 Undang-Undang No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan :  
“setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang 
dilakukan tenaga kesehatan.”  
Pasal 1370 KUH Perdata :  
“Dalam halnya suatu kematian dengan sengaja atau karena kurang hati-
hatinya seorang, maka suami atau isteri yang ditinggalkan, anak atau 
orang tua si korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si 
korban mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai 
menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut 
keadaan.”  
Pasal 1371 KUH Perdata :  
“Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau 
karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk selain 
penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian 
yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut. Juga penggantian kerugian 
ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan 
menurut keadaan.”  
Pasal 1372 KUH Perdata :  
“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat 
penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.” 
 
Di bidang pidana juga dapat ditemukan pasal-pasal yang menyangkut 
kelalaian, yaitu :  Pasal 359 KUHP :  
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“Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang 
lainmati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 
pidana kurungan paling lama satu tahun.”  
Pasal 360 KUHP :  
“(1) Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang 
lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) 
Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain 
luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan 
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana 
kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat 
ribu lima ratus rupiah.”  
Pasal 361 KUHP :  
“Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam 
menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan 
sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan 
pencarian dalam mana dilakukan kejahatan, dan hakim dapat 
memerintahkan supaya putusannya diumumkan.” 
Pembuktian adanya kewajiban dan adanya pelanggaran kewajiban 
Dasar adanya kewajiban dokter adalah adanya hubungan kontraktual-profesional 
antara tenaga medis dengan pasiennya, yang menimbulkan kewajiban umum 
sebagai akibat dari hubungan tersebut dan kewajiban profesional bagi tenaga 
medis tersebut. Kewajiban profesional diuraikan di dalam sumpah profesi, etik 
profesi, berbagai standar pelayanan, dan berbagai prosedur operasional. Untuk 
dapat memperoleh kualifikasi sebagai dokter, setiap orang harus memiliki suatu 
kompetensi tertentu di bidang medik dengan tingkat yang tertentu pula, sesuai 
dengan kompetensi yang harus dicapainya selama menjalani pendidikan 
kedokterannya. Tingkat kompetensi tersebut bukanlah tingkat terrendah dan 
bukan pula tingkat tertinggi dalam kualifikasi tenaga medis yang sama, 
melainkan kompetensi yang rata-rata (reasonable competence) dalam populasi 
dokter. Selanjutnya untuk dapat melakukan praktek medis, dokter tersebut harus 
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memiliki kewenangan medis yang diperoleh dari penguasa di bidang kesehatan 
dalam bentuk ijin praktek. Kewenangan formil diperoleh dengan menerima “surat 
penugasan” (atau nantinya disebut sebagai Surat Tanda Registrasi), sedangkan 
kewenangan materiel diperoleh dengan memperoleh ijin praktek.  
Rekam medis dapat digunakan sebagai alat pembuktian adanya kelalaian 
medis, namun juga dapat digunakan untuk membuktikan bahwa seluruh proses 
penanganan dan tindakan medis yang dilakukan dokter dan tenaga kesehatan 
lainnya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional atau 
berarti Pembuktian adanya kerugian dan kausalitas.  
Pada prinsipnya terdapat dua jenis kerugian yang menjadi landasan 
gugatan ganti rugi tersering kepada pemberi layanan jasa, yaitu yang pertama 
merupakan kerugian sebagai akibat langsung (atau setidaknya “proximate cause”) 
dari suatu kelalaian; dan jenis yang kedua adalah kerugian sebagai akibat dari 
pemberian jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian (wanprestasi). Dalam 
kaitannya dengan layanan jasa kedokteran juga dikenal kerugian akibat peristiwa 
lain, yaitu misalnya kerugian akibat tindakan tanpa persetujuan, kerugian akibat 
penelantaran, kerugian akibat pembukaan rahasia kedokteran, kerugian akibat 
penggunaan alat kesehatan atau obat yang efek, dan kerugian akibat tidak adanya 
peringatan pada pemberian jasa yang berbahaya.  
Pada prinsipnya suatu kerugian adalah sejumlah uang tertentu yang harus 
diterima oleh pasien sebagai kompensasi agar ia dapat kembali ke keadaan 
semula seperti sebelum terjadinya sengketa medik. Tetapi hal itu sukar dicapai 
pada kerugian yang berbentuk kecederaan atau kematian seseorang. Oleh karena 
itu kerugian tersebut harus dihitung sedemikian rupa sehingga tercapai jumlah 
yang layak (reasonable atau fair). Suatu kecederaan sukar dihitung dalam bentuk 
finansial, berapa sebenarnya kerugian yang telah terjadi, apalagi apabila 
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diperhitungkan pula tentang fungsi yang hilang atau terhambat dan ada atau 
tidaknya cedera psikologis.  
Sebagaimana telah diuraikan di atas, kerugian atau damages dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut :  
Kerugian immaterial (general damages, non pecuniary losses) 
a. Kerugian akibat kehilangan kesempatan 
b. Kerugian nyata : Biaya yang telah dikeluarkan hingga saat 
penggugatan, dan biaya yang akan dikeluarkan sesudah saat 
penggugatan 
Ditinjau dari segi kompensasinya, kerugian dapat diklasifikasikan sebagai 
berikut : 
1) Kompensasi untuk kecederaan yang terjadi (compensation for injuries, 
yaitu kerugian yang bersifat immateriel). 
a) Sakit dan penderitaan 
b) Kehilangan kesenangan/kenikmatan (amenities) 
c) Kecederaan fisik dan / atau psikiatris 
2) Kompensasi untuk pengeluaran tambahan (compensation for additional 
expenses, real cost) 
a) Pengeluaran untuk perawatan rumah sakit 
b) Pengeluaran untuk biaya medis lain 
c) Pengeluaran untuk perawatan 
3) Kompensasi untuk kerugian lain yang foreseeable (compensation for other 
foreseeable loss, yaitu kerugian akibat kehilangan kesempatan) 
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a) Kehilangan penghasilan 
b) Kehilangan kapasitas mencari nafkah 
Rekam medis dapat digunakan sebagai alat pembuktian adanya kelalaian 
medis, namun juga dapat digunakan untuk membuktikan bahwa seluruh proses 
penanganan dan tindakan medis yang dilakukan dokter dan tenaga kesehatan 
lainnya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional atau berat 
Permasalahan yang timbul antara dokter muda dan senior diantaranya 
seperti : 
1. Dokter muda tidak mengikuti perintah dari dokter senior 
2. dokter muda salah memberika diagnosa terhadap pasien 
3. dokter muda melalukan kesalahan dalam tindakan medis 
4. dokter tidak beretika terhadap dokter senior.  
5. Dokter muda tidak menghargai kesejawatan ( rekan sesama dokter).   
6. dokter muda tidak disiplin waktu. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Sebagaimana yang telah diuraikan pada penelitian ini sesuai hasil 
pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Dokter muda  hanya murni memiliki hubungan hukum dengan rumah 
sakit dan dokter  pembimbing ( Supervisor ). Dan dokter muda tidak 
memiliki hukum dengan pasien karena dalam pelaksaanaan dokter muda 
tidak mengambil tindakan untuk pasien tanpa arahan dari dokter 
pembimbing (supervisor).karena dokter muda hanya melakukan 
pembelajaran dirumah sakit. 
2. Hubungan antara dokter muda dan pasien adalah  hubungan yang 
berbentuk hubungan medik dan tidak  berbentuk hubungan hukum. 
tanggungjawab dokter muda terhadap pasien di rumah sakit pada 
kenyataannya secara individu tidak ada dan menjadi bagian dari 
tanggungjawab supervisornya dengan didasarkan sebagai suatu bentuk 
pembelajaran tanpa adanya aturan jelas yang mengikat antara dokter 
muda dan residen serta supervisor terkait hak dan kewajiban dokter muda 
dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya di rumah sakit yang 
sangat jelas bersentuhan langsung dengan pasien. 
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B. Saran  
      Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 
memberikan saran, yaitu: 
1. Sebaiknya hubungan hukum antara dokter muda dengan pasien dalam hal 
ini peraturan Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang 
Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, perjanjian 
kerjasama para pihak, atau aturan-aturan lainnya khususnya terkait 
bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum keperdataan ketika terjadi 
kesalahan atau kelalaian oleh dokter muda dalam melaksanakan kegiatan 
pelayanan kepada pasien di rumah sakit. Perlu ada aturan yang lebih jelas 
mengenai hubungan hukum dokter muda dan rumah sakit dokter muda 
dengan dokter penanggung jawab serta hubungan hukum dokter muda 
dengan pasien. 
2. Dengan adanya penegasan aturan tersebut, akan memperjelas bagaimana 
bentuk tanggungjawab keperdataan dokter muda dalam melaksanakan 
kegiatan yang kaitannya sebagai kegiatan pendidikan akan tetapi secara 
langsung bersentuhan dengan pasien, bagaimana mekanisme pelimpahan 
kuasa dari dokter untuk melaksanakan pelayanan medis termasuk 
mekanisme sanksi jika terjadi kesalahan atau kelalaian, serta memberikan 
pemahaman hukum bagi dokter muda itu sendiri terkait adanya bentuk 
pertanggungjawaban perdata terkait kesalahan dalam pelayanan medis 
yang dilakukan di rumah s akit. 
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